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Tanggal Revisi 17 Juni 2025
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Disahkan Oleh o —{ BILCAMAT KEMLAGI
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WO RIS 2 pembina
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Nama SOP PELAYANAN PELITA MASSA

\

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang —-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

tentang Kecamatan,

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2007 Tentang
Pelaksanaan Undang — undang Nomor :23 Tahun 2006tentang
Administrasi Kependudukan

4. Pearturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 8 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto

6. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan
Sebagian kewenangan kepada Camat

1. Sarjana

2. SMA

3. Mampu Mengoperasionalkan Komputer/Laptop

4. Memiliki kemampuan Meregistrasi Surat Keluar dan Surat Masuk
5. Memiliki kemampuan Menyimpan di Bidang kearsipan Surat-surat

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

- SOP Pengurusan Pelayanan Surat-surat

1. Komputer , printer 3.Ruang Tunggu AC ( kursi tunggu )
2. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Alat Komunikasi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Jika persyaratan tidak sesuai prosedur maka permohonan tidak akan
dikabulkam/ tidak diberikan
2. Diperlukan koordinasi dengan stak holder dan istansi yang terkait

- Dicatat dalam Register




STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PELITA MASSA

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BUKU
KASI
PEMOHON Pengolah Data CAMAT KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET
PELAYANAN
Pengantar
Menyerahkan Berkas dari Desa . Berkas
1 . 1 menit
Pengajuan ke petugas dan Berkas lengkap
Pemohon
. . Tidak
5 Petugas menerima ,memeriksa lengkap Berkas 1 menit Berkas
kelengkapan berkas
Pemohon lengkap
,Memproses
lengkgp
v
3 Berkas
. Berkas
Petugas Memproses berkas Pemmohon , 1 menit
lengkap
J Komputer
4 Membubuhkan paraf di Berkas M _
. Berkas di
yang sudah lengkap Berkas pemohon | 1 menit
paraf
5 Menandatangani Berkas yang Berkas di Tanda
. . Berkas
sudah Lengkap Tangani 1 menit .
ditanda
tangani
6 Alat Tulis Kantor Berkas
Meregister dan mengarsipkan Dokumen (ATK) 1 menit diregester
7 Berkas sudah
) ) Berkas yang . .
Pemohon Menerima Berkas Jadi sudah Jadi 1 menit diabmbil
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( SOP)

KECAMATAN KEMLAGI
KABUPATEN MOIJOKERTO
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KECAMATAN KEMLAGI

/lan Raya Kemlagi nomor 308,Mojokerto,Jawa Timur 61353

Tlp. 0321- 363415
Laman http://kemlagi.mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN

CAMAT KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 188.45/ 10 /416-315/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) KECAMATAN KEMLAGI

TAHUN 2025

CAMAT KEMLAGI,

Menimbang :a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak,

Mengingat :

1.

tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh
pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan
Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dan dalam
rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan
pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum
penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh
pelayanan secara maksimal serta mewujudkan
partisipasi dan  ketaatan masyarakat dalam
meningkatkan kualitas pelayanan, maka perlu
ditetapkan standar pelayanan;

bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan
sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu
ditetapkan Standar Pelayanan Kecamatan Kemlagi
Kabupaten Mojokerto dalam Keputusan Camat

Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran

Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara



5.

6.

10.

11.

Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4125);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4437);

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah;

Undang Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik ( Lembaran Negara Tahun 2009 No.112,
Tambahan Lembar Negara No.5038;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
Tentang Pelaksanaan Undang — undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

Tentang Kecamatan;

. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/21M.PAN/11/2009 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Pan RB no 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan

Penerapan Standar Pelayanan;



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman
Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;

Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2006 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi

Jawa Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8
Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8

Tahun 2010

Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan;

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten

Mojokerto;

18. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun

2020 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan

kepada Camat;

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU : Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Pelayanan Publik

Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, sebagaimana

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :  Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Pelayanan Publik

Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, sebagaimana

dalam Diktum KESATU meliputi :

1. Pelayanan Surat Pindah Datang



KETIGA

KEEMPAT:

e e

Standar

o o N o R W

Pelayanan
Pelayanan
Pelayanan
Pelayanan
Pelayanan
Pelayanan
Pelayanan
Pelayanan

Pelayanan

. Pelayanan
. Pelayanan

. Pelayanan

Operasional

Surat Pindah Keluar
Surat Kartu Keluarga (KK)
Akte Kelahiran

Akte Kematian

Dispensasi Nikah

Surat Pernyataan Miskin ( SPM)
Legalisasi Surat

Surat [jin Penutupan Jalan
Surat Rekom BBM

Surat Keterangan Waris

Surat Keterangan Domisili
Evaluasi Raperdes
Prosedur

(SOP) sebagaimana

dimaksud diktum kesatu dapat diperinci lebih lanjut
sesuai kebutuhan oleh setiap Seksi/Bagian yang ada
pada Kecamatan Kemlagi tetap mengacu pada Pedoman

sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan dan apabila di kemudian hari terdapat
akan dilakukan

kesalahan dalam penetapannya ini,

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kemlagi
Pada tanggal

A

A/

\ :\ eNICKY SOCRATES

: 6 Januari 2025



Nomor SOP

061/ 1/416-315/2025

Tanggal Pembuatan 6 Januari 2025
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO Hml...mo:mm.mm«m& 6 Januani wo.pﬁw..é« N\
Tanggal Efektif 6 J .u )2 E
Disahkan Oleh y <
i
e 3
\
\¥ :
KANTOR KECAMATAN KEMLAGI Nama SOP PELAYANAN DISPENSASI NIKAH
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi 1. Sanana
Pemerintahan 2. SMA

2.
3

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan,
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 TentangPelaksanaan
Undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan

Peraturan Menteri Pan RB no 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan,

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan

Sebagian kewenangan kepada Camat

3. Mampu Mengoperasionalkan Komputer/Laptop
4. Memiliki kemampuan Meregistrasi Surat Keluar dan Surat Masuk
5. Memiliki kemampuan Menyimpan di Bidang kearsipan Surat-surat

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

- SOP Pengurusan Pelayanan Legalisasi Surat-surat

1. Komputer , printer
2. Alat Tulis Kantor ( ATK )

3.Ruang Tunggu AC ( kursi tunggu )
4. Alat Komunikasi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Jika persyaratan tidak sesuai prosedur maka permohonan tidak akan

dikabulkamV tidak diberikan

2. Diperlukan koordinasi dengan stak holder dan istansi yang terkait

- Dicatat dalam Register Dispensasi Nikah




STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SURAT DISPENSASI NIKAH

NO KEGIATAN ( LAPORAN MENIKAH KURANG DARI 10 HARI )
PELAKSANA MUTU BUKU
PEMOHON | Pengolah Data KASI
CAMAT KELENGKAPAN | WAKTU ouTPUT
Pelayanan PELAYANAN
Pengantar

1 Menyerahkan Berkas dari Desa i ieai Berkas

Pengajuandispensasi Nikah dan Berkas lengkap
U\ Pemohon
) Tid :

a Petugas menerima ,memeriksa | lengkap Berkas 1 menit Berkas

kelengkapan berkas Pemohon lengkap
,Memproses
leng
3 - Berkas

Petugas Memproses berkas Pemmohon , |1 menit _MMMMm

,_~ Komputer p
4 Membubuhkan paraf di Berkas = :
; Berkas di

udah lengk ka h
yang sudah lengkap Berkas pemohon | 1 menit paraf
5 Menandatangani Berkas yang Berkas di Tanda il
ka Tangani i :

sudah Lengkap g 1 menit ditanda

: tangani

o M ses berkas selanjutnyadan AlatTuSs Tannar n.m. s

em U < .
ProSes meregister < (ATK) 1 menit | diregester
7 B a0 . Berkas sudah

Pemohon Menerima Berkas Jadi sudah Jadi 1 menit diabmbil




PEMERINTAH KABUPATEN
MOJOKERTO

Nomor SOP 061/ 2/416 -315/2025

Tanggal Pembuatan 6 Januari 2025
Tanggal Revisi 6 Januan 2025 oo
Tanggal Efektif 6 Januari 2025 MI—FUAN

Disahkan Oleh pie,

N EE m&gmmwoowd 21 ooa

KANTOR KECAMATAN KEMLAGI

Dasar Hukum

%

2,
3.

Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan,
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 TentangPelaksanaan
Undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan

Peraturan Menteri Pan RB no 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan,

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomer 54 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan
Sebagian kewenangan kepada Camat

Nama SOP vmr><>z>ztmdwm>q PERNYATAAN MISKIN (SPM)
Kualifikasi Pelaksana
1. Sarjana
2. SMA

3. Mampu Mengoperasionalkan Komputer/Laptop
4. Memiliki kemampuan Meregistrasi Surat Keluar dan Surat Masuk
5. Memiliki kemampuan Menyimpan di Bidang kearsipan Surat-surat

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Pengurusan Pelayanan Surat Permnyataan Miskin (SPM)

1. Komputer printer 3. Ruang tunggu AC ( Kursi Tunggu )
2. Alat Tulis Kantor ( ATK ) 4. Alat Komunikasi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1.
=

Jika persyaratan tidak sesuai prosedur maka permohonan tidak
akan dikabulkam/ tidak diberikan
Diperlukan koordinasi dengan stak holder dan istansi yang terkait

Dicatat dalam Register Surat Permyataan Miskin (SPM)




STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN SURAT PERNYATAAN MISKIN ( SPM )

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BUKU
PEMOHON | Pengolah Data KASI o
CAMAT KELENGKAPAN WAKTU ouTPUT KET
Pelayanan PELAYANAN
Pengantar
i dari Desa :

1 Menyerahkan Berkas Pengajuan 1 menit | Berkas lengkap

Surat Pernyataan Miskin (SPM) dan Berkas

A Pemohon
. . ja l
Petugas menerima ,memeriksa | lengkap Bailiia 1 menit
2 kelengkapan berkas o Berkas lengkap
,Memproses
len
3 Berkas
Petugas Memproses berkas Pemmohon , 2 menit | Berkas lengkap
Komputer
4 Membubuhkan paraf di Berkas
yang sudah lengkap Berkas pemohon | 1 menit | Berkas di paraf
3 Menandatangani Berkas yang Berkas di Tanda A
sudah Lengkap Tangani 1 menit | Berkas ditanda
tangani
6 Alat Tulis Kantor Berkas
Memproses M_oonxo% %Mmasa‘oam: < (ATK) 1 menit diregester
Berkas sudah
7 . Berkes yang 4 diabmbil
Pemohon Menerima Berkas Jadi sudah Jadi 1 menit 1abm




ERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

Nomor SOP 061/ 3 /416-315/2025

Tanggal Pembuatan 6 Januan 2025
Tanggal Revisi 6 Januari 2025
Tanggal Efektif 6 Januan
‘Disahkan Oleh 4

KANTOR KECAMATAN KEMLAGI

) Jo -
Nama SOP §z>ﬂqrmm>§m>m_ SURAT-SURAT

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Sarjana
Pemerintahan SMA

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 TentangPelaksanaan
Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan

4. Peraturan Menteri Pan RB no 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan,

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto

7. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan
Sebagian kewenangan kepada Camat

Mampu Mengoperasionalkan Komputer/Laptop
Memiliki kemampuan Meregistrasi Surat Keluar dan Surat Masuk
Memiliki kemampuan Menyimpan di Bidang kearsipan Surat-surat

A N

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

- SOP Pengurusan Pelayanan Legalisasi Surat-surat

1. Komputer printer 3. Ruang tunggu AC ( Kursi Tunggu )
2. Alat Tulis Kantor ( ATK ) 4 Alat Komunikasi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Jika persyaratan tidak sesuai prosedur maka permohonan tidak akan
dikabulkam/ tidak diberikan
2. Diperlukan koordinasi dengan stak holder dan istansi yang terkait

- Dicatat dalam Register Legalisasi Surat-surat




NO

KEGIATAN

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN LEGALISASI SURAT

PELAKSANA MUTU BUKU
PEMOHON | Pengolah Data KASI
CAMAT KELENGKAPAN WAKTU ouTPUT KET
Pelayanan PELAYANAN
Pengantar
Menyerahkan Berkas Dari Desa ’
A Pengajuan Legalisasi surat dan Berkas 1. menit | Berkas lenglap
A B Pemohon
. - ‘:& /
Petugas menerima ,memeriksa | lengkap 1 menit
2 kelengkapan berkas Berkas lengkap Berkas lengkap
,Memproses
len
’ Petugas Memproses berkas Berkns 2 menit | Berkas lengka
8 P Pemmohon P
4 Membubuhkan paraf di Berkas
yang sudah lengkap Berkas pemohon | 1 menit | Berkas di paraf
5 Menandatangani Berkas yang Berkas di Tanda )
sudah Lengkap Tangani 1 menit | Berkas ditanda
tangani
6 R i Alat Tulis Kantor Berkas
R meregister ’ ~ (ATK) 1 menit diregester
7 BN i Berkas sudah




Nomor SOP 061/ 4 /416 -315/2025
Tanggal Pembuatan 6 Januari 2025
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO Tanggal Revisi ] 6 Januari 2025 A~
Tanggal Efektif . 6 Januan ~o~m b
@ Disahkan Oleh ;
AYA cm>.q REKOMENDASI IJIN
KANTOR KECAMATAN KEMLAGI Nama SOP vmzc._.cv AN JALAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana -
1. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi 1. Sarjana
Pemerintahan 2. SMA
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 3. Mampu Mengoperasionalkan Komputer/Laptop
Angkutan Jalan; 4. Memiliki kemampuan Meregistrasi Surat Keluar dan Surat Masuk
3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 5. Memiliki kemampuan Menyimpan di Bidang kearsipan Surat-surat

Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu
dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 TentangPelaksanaan
Undang — undang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi
Kependudukan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan,
Pearturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
7. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
Kabupaten Mojokerto
8 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian

o O,

kewenangan kepada Camat
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
- SOP Pengurusan Pelayanan Rekomendasi ljin Penutupan Jalan 1. Komputer Printer 3. Ruang Tunggu AC ( kursi tunggu )
2. ATK 4. Alat Komuikasi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Jika persyaratan tidak sesuai prosedur maka permohonan tidak akan
dikabulkam/ tidak diberikan
2. Diperlukan koordinasi dengan stak holder dan istansi yang terkait

- Dicatat dalam Register Surat rekomendasi ljin Penutpan Jalan




STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN REKOMENDASI IJIN PENUTUPAN JALAN

NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BUKU
PEMOHON Pengolah Data KASI
CAMAT KELENGKAPAN WAKTU ouTPUT KET
Pelayanan PELAYANAN
Menyerahkan Berkas —_uumhquu:m”
1 Pengajuan Surat ljin Penutupan dan Berkas 1 menit | Berkas lengkap
o A Pemohon
) ) Tid
Petugas menerima ,memeriksa | |eng 1 menit
2 kelengkapan berkas Berkas lengkap Berkas lengkap
,Memproses
leng
. P Berkas :
etugas Memproses berkas Persnchon 1 menit | Berkas lengkap
4 Membubuhkan paraf di Berkas
yang sudah lengkap Berkas pemohon | 1 menit | Berkas di paraf
5 Menandatangani Berkas yang Berkas di Tanda .
sudah Lengkap Tangani 1 menit @ Berkas ditanda
tangani
6 Alat Tulis Kantor Berkas
Memproses berkas selanjutnyada <& . i
e meregister S w (ATK) 1 menit diregester
7 . . e— WQ._.Sw mcmwr
Pemohon Menerima Berkas Jadi sudah Jadi 1 menit diabmbil




Nomor SOP 061/ 5 /416 -315/2025
Tanggal Pembuatan 6 Januari 2025
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO Tanggal Revisi 6 Januan nomm
Tanggal Efektif 3
Disahkan Oleh
KANTOR KECAMATAN KEMLAGI Nama SOP
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang —-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi 1. Sarjana
Pemerintahan 2. SMA
2. Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, 3 ZmaucAz_o:contm.o:m_rma xoavc.o:rwv.ov
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 TentangPelaksanaan 4. Memiliki kemampuan Meregistrasi Surat Keluar dan Surat Masuk
Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 5 Memiliki kemampuan Menyimpan di Bidang kearsipan Surat-surat

Kependudukan

4. Peraturan Menteri Pan RB no 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan,

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto

7. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan
Sebagian kewenangan kepada Camat

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

- SOP Pengurusan Pelayanan rekomendasi BBM 1. Komputer printer 3. Ruang tunggu AC ( Kursi Tunggu )
2 Alat Tulis Kantor ( ATK) 4. Alat Komunikasi
Peringatan Pencatatan dan Pendataan -

1. Jika persyaratan tidak sesuai prosedur maka permohonan tidak akan
dikabulkam/ tidak diberikan
2. Diperlukan koordinasi dengan stak holder dan istansi yang terkait

- Dicatat dalam Register rekom BBM




STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN REKOMEMNDASI BBM

NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BUKU
Pengolah Data KASI
PEMOHON CAMAT KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET
Pelayanan PELAYANAN
Pengantar
Menyerahkan Berkas Dari Desa .
: Pengajuan Rekom BBM dan Berkas 2t | Terkasiengiap
A Pemohon
. Tidak v
Petugas menerima ,memeriksa | jengkap 5 menit
K kelengkapan berkas Berkas lengkap Berkas lengkap
,Memproses
lengk
’ Petugas Memproses berkas BELKIn 5 Berkas lengka
g p Pemmohon menit P
4 Membubuhkan paraf di Berkas
yang sudah lengkap Berkas pemohon | 1 menit | Berkas di paraf
5 Menandatangani Berkas yang Berkas di Tanda
sudah Lengkap Tangani 1 menit Berkas ditanda
tangani
6 Alat Tulis Kantor Berkas
Memproses berkas selanjutnyadan < ATK 15 diregester
meregister AT menit >
7 T Berkas sudah
Pemohon Menerima Berkas Jadi sudah Jadi 1 menit diabmbil




Nomor SOP

061/ 6 /416 -315/2025

Tanggal Pembuatan

6 Januan 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO Tanggal Revisi m gm:cmz 2025
q.m:oem_ Efektif 3y
" Disahkan Oleh
mo. P. Awmaoammwoou._n._oc._
KANTOR KECAMATAN KEMLAGI Nama SOP éﬂéﬁ SURAT KETERANGAN WARIS

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 TentangPelaksanaan
Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan

4. Peraturan Menteri Pan RB no 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan,

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto

7. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan
Sebagian kewenangan kepada Camat

DRON

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi , Sarjana
Pemerintahan SMA

Mampu Mengoperasionalkan Komputer/Laptop
Memiliki kemampuan Meregistrasi Surat Keluar dan Surat Masuk
Memiliki kemampuan Menyimpan di Bidang kearsipan Surat-surat

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

- SOP Pengurusan Pelayanan Surat Keterangan Waris

1. Komputer printer
2. Alat Tulis Kantor ( ATK )

3. Ruang tunggu AC ( Kursi Tunggu )
4. Alat Komunikasi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Jika persyaratan tidak sesuai prosedur maka permohonan tidak akan
dikabulkam/ tidak diberikan
2. Diperlukan koordinasi dengan stak holder dan istansi yang terkait

- Dicatat dalam Register Keterangan Waris




STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN KETERANGAN WARIS

NO KEGIATAN B
PELAKSANA MUTU BUKU
Pengolah Data KASI §
PEMOHON CAMAT KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET
Pelayanan PELAYANAN
Pengantar
Menyerahkan Berkas Dari Desa g
! Pengajuan Waris dan Berkas F-menic)| Berkns lenghap
A Pemohon
) . Tidak A
Petugas menerima ,memeriksa | lengkap 1 menit
E kelengkapan berkas Berkas lengkap Berkas lengkap
,Memproses
len
’ Petugas Memproses berkas Berkas 6 menit Berkas lengka
g P Pemmohon P
4 Membubuhkan paraf di Berkas
yang sudah lengkap Berkas pemohon | 2 menit | Berkas di paraf
5 Menandatangani Berkas yang Berkas di Tanda .
sudah Lengkap Tangani 1 menit Berkas ditanda
tangani
& Memproses berkas selanjutnyadan AN T Warioy wo e
meregister : - (ATK) 3 menit diregester
7 Berkas yang moz.nmw mcamr
Pemohon Menerima Berkas Jadi sudah Jadi 1 menit diabmbil




Nomor SOP 061/ 7/416-315/2025
o j. Tanggal Pembuatan 6 Januari 2025
| “d@R))| PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO Tanggal Revisi . -
e \ Tanggal Efektif
. Disahkan Oleh

KANTOR KECAMATAN KEMLAGI

Nama
SOP

m;*>§z mc_a>q. KETERANGAN DOMISILI

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi
Pemerintahan

2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang
Pelaksanaan Undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan

4. Peraturan Menteri Pan RB no 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan,

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto

7. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang
Pelimpahan Sebagian kewenangan kepada Camat

Sarjana
SMA

hbhwN =

Mampu Mengoperasionalkan Komputer/Laptop
Memiliki kemampuan Meregistrasi Surat Keluar dan Surat Masuk
Memiliki kemampuan Menyimpan di Bidang kearsipan Surat-surat

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

- SOP Pengurusan Pelayanan Surat Keterangan Waris

1. Komputer printer

2. Alat Tulis Kantor ( ATK )

3. Ruang tunggu AC ( Kursi Tunggu )
4. Alat Komunikasi

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1 Jika persyaratan tidak sesuai prosedur maka permohonan tidak akan
dikabulkam/ tidak diberikan
2. Diperlukan koordinasi dengan stak holder dan istansi yang terkait

- Dicatat dalam Register Keterangan Domisili




STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN KETERANGAN DOMISILI

NO KEGIATAN
PELAKSANA MUTU BUKU
Pengolah Data KASI
PEMOHON CAMAT KELENGKAPAN WAKTU OouUTPUT KET
Pelayanan PELAYANAN
Menyerahkan Berkas Wosmm:g
; ari Desa §
1 Pengajuan surat keterangan dan Berka, 1 menit | Berkas lengkap
domisili S
A Pemohon
. - ‘—Jma 1
Petugas menerima ,memeriksa | {epn p 2 menit
2 kelengkapan berkas Berkas lengkap Berkas lengkap
,Memproses
lengk
w v
Berkas .
Petugas Memproses berkas Peésriniokion 3 menit | Berkas lengkap
4 Membubuhkan paraf di Berkas
yang sudah lengkap Berkas pemohon | 1 menit | Berkas di paraf
5 Menandatangani Berkas yang Berkas di Tanda .
sudah Lengkap Tangani 1 menit | Berkas ditanda
tangani
6 Alat Tulis Kantor 3 Berkas
Memproses berkas selanjutnyadan 2 : :
i meregister s < (ATK) 1 menit diregester
7 Burkan yaria Berkas sudah
Pemohon Menerima Berkas Jadi T sudah Jadi 1 menit diabmbil




Nomor SOP 061/ 8 /416 -315/2025
Tanggal Pembuatan 6 Januari 2025
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO Tanggal Revisi 6 Januari 2025
@ Tanggal Efektif =
Disahkan Oleh
KANTOR KECAMATAN KEMLAGI Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi
Pemerintahan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang
Pelaksanaan Undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan

4. Peraturan Menteri Pan RB no 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan,

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto

7. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan
Sebagian kewenangan kepada Camat

Sarjana
SMA

OhWN =

Mampu Mengoperasionalkan Komputer/Laptop
Memiliki kemampuan Meregistrasi Surat Keluar dan Surat Masuk
Memiliki kemampuan Menyimpan di Bidang kearsipan Surat-surat

2. Diperlukan koordinasi dengan stak holder dan istansi yang terkait

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
- SOP Pengurusan Pelayanan Evaluasi RAPERDES 1. Komputer printer 3. Ruang tunggu AC ( Kursi Tunggu )
, 2. Alat Tulis Kantor ( ATK ) 4.  Alat Komunikasi
 Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Jika persyaratan tidak sesuai prosedur maka permohonan tidak - - Dicatat dalam Register Evaluasi RAPERDES
akan dikabulkam/ tidak diberikan ,




STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN EVALUASI RAPERDES

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BUKU
eI A SEKCAMAT CAMAT G WAK
PEMOHON Rakgianan PEMERINTAHAN EK A AMA KELENGKAPAN TU ouTPUT KET
1 Menyerahkan Berkas Dokumen 5 st Berkas
Rancangan APBDes RAPBDesa lengkap
5 menit :
2 i . Pengajua
Registrasi Berkas Masuk S tereakat
Surat
3 Verifikasi Data,pembuatan Undanga
ey 25
undangan Evaluasi Tim enit n dan
Kecamatan e jadwal
Desa
- Rapat Tim Evaluasi dan paparan 120
RAPERDes dengan Kades, Sekdes ,—w R Notulen
S5 Pennyusunan berita Acara hasil 25
Evaluasi dan paraf rekomendasi menit wawmmwa:
W Surat
6 Rekomen
Penandatanganan Surat Rekomendasi S menit : :
dasi hasil
evaluasi
Berkas
¢ Pemohon Menerima Berkas Jadi < S menit sudah
diabmbil
dan Arsip




@ PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

Nomor SOP 061/ 9 /416 -315/2025

Tanggal Pembuatan 6 Januari 2025
Tanggal Revisi 6 Januari 2029~
Tanggal Efektit 6 Janyad 808" "4y
Disahkan Oleh % :

//e NIGISOSOCRATES. S.STP., M.Si.

SOLTIA T2 oA 2 To01

KANTOR KECAMATAN KEMLAGI

Nama SOP PELAYANAN KARTU KELUARGA (KK)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1

2
3.

Undang —Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan,
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 TentangPelaksanaan
Undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan

Peraturan Menteri Pan RB no 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan,

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan

1. Sarjana

2. SMA

3. Mampu Mengoperasionalkan Komputer/Laptop

4 Memiliki kemampuan Meregistrasi Surat Keluar dan Surat Masuk
5. Memiliki kemampuan Menyimpan di Bidang kearsipan Surat-surat

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

- SOP Pengurusan Pelayanan Legalisasi Surat-surat

1. Komputer printer 3. Ruang tunggu AC ( Kursi Tunggu )
2. Alat Tulis Kantor ( ATK ) 4. Alat Komunikasi Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1.

2

Jika persyaratan tidak sesuai prosedur maka permohonan tidak akan
dikabulkam/ tidak diberikan
Diperlukan koordinasi dengan stak holder dan istansi yang terkait

- Dicatat dalam Register Legalisasi Surat-surat




STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN KARTU KELUARGA (KK)

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BUKU
PEMOHON PETUGAS DISPENDUK KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET
KECAMATAN
Pengantar Dari

1 heny n...m:xw: Bsthas Desa dan Berkas 1 menit Berkas lengkap

Pengajuan Kartu Keluarga (KK) Pemchon

\

Petugas menerima ,memeriksa
o | kelengkapan berkas e 1 menit | Berkas KK di

,Memproses Berkas dan Blanko Proses

KK
lengkap

w v

Petugas Memproses berkas ,_~ Berkas Pemmohon 2 menit | Berkas diproses
4 | Petugas Dispenduk Validasi = Validasi ke

surat yang kirim Petugas Berkas Draf KK 2 menit Dispenduk

Kecamatan ( Aplikasi SIAK )
5

Petugas Mencetak berkas Berkas jadi 1 menit Berkas selesai
6

1 menit

Pemohon Menerima KK Jadi,
dari Petugas Penyerahan
Berkas Pelayanan

N

KK yang sudah jadi

KK sudah bisa di
ambil




Nomor SOP 061/ 10 /416 -315/2025
Tanggal Pembuatan 6 Januan 2025
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO Tarigge Reve St T0E
Tanggal Efektif 6 Januar 2 \/ary
Disahkan Oleh /s
“/ﬁ
= N &Ox L\u& gnmnooudndood
KANTOR KECAMATAN KEMLAGI Nama SOP PELAYANAN SURAT PINDAH TEMPAT
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi , 1. Sarjana
Pemerintahan 2. Memiliki kemampuan Mengolah data
2. Peraturan Pemerintah Nemor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, 3. Mampu Mengoperasionalkan Komputer/Laptop
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 TentangPelaksanaan 4. Memiliki kemampuan Meregistrasi Surat Keluar dan Surat Masuk
Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 5. Memiliki kemampuan Menyimpan di Bidang kearsipan Surat-sura

Kependudukan
4 Peraturan Menteri Pan RB no 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan,

5 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

6 Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Kecamatan Kabupaten Mojokerto

7. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang
Pelimpahan Sebagian kewenangan kepada Camat

Keterkaitan

- SOP Pengurusan Pelayanan Surat Permnyataan Miskin (SPM)

~ Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer printer

2. Alat Tulis Kantor ( ATK)

3. Ruang tunggu AC ( Kursi Tunggu )
4. Alat Komunikasi Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Jika persyaratan tidak sesuai prosedur maka permohonan tidak akan

dikabulkanV tidak diberikan
2. Diperlukan koordinasi dengan stak holder dan istansi yang terkait

[

- Dicatat dalam Register Surat Pindah Tempat

v -




STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PINDAH TEMPAT PENDUDUK

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BUKU
PEMOHON PETUGAS/ DISPENDUK KELENGKAPAN WAKTU ouTPUT KET
OPERATOR
Pengantar Dari

1 Meny n._,mrrm_.g Berkus Desa dan Berkas 1 menit Berkas lengkap

pengajuan Pindah Tempat Penohion
\

Petugas menerima ,memeriksa e 1 menit | Berkas KK di

2 | kelengkapan berkas Berkas dan Blanko Pronds
,Memproses pindah

lengkap

w \ 4
Petugas Memproses berkas Berkas Pemohon 2 menit | Berkas diproses

4 | Petugas Dispenduk Validasi - Validasi ke
surat yang kirim Petugas Berkas Draf pindah | 2 menit Dispenduk
Kecamatan ( Aplikasi SIAK )

5
Petugas Mencetak berkas Berkas jadi 1 menit Berkas selesai

|

6

benwhon Mererine vl Surat Pindah yang || ™™ | KK sudah bisa di
EAB 1R 3 E— sudah jadi ambil

Berkas Pelayanan




Nomor SOP 061/ 11/416-315/2025
Tanggal Pembuatan 6 Januan 2025
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO Tanggel Revis)
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
KANTOR KECAMATAN KEMLAGI Nama SOP PELAYANAN SURAT PINDAH DATANG
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi 1. Sarnana
Pemerintahan 2. Memiliki kemampuan Mengolah data
2. Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, 3. Mampu Mengoperasionalkan Komputer/Laptop
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 TentangPelaksanaan 4. Memiliki kemampuan Meregistrasi Surat Keluar dan Surat Masuk
Undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 5. Memiliki kemampuan Menyimpan di Bidang kearsipan Surat-surat
Kependudukan
4 Peraturan Menteri Pan RB no 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan,
5 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto
7. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang
Pelimpahan Sebagian kewenangan kepada Camat
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

- SOP Pengurusan Pelayanan Surat Pernyataan Miskin (SPM)

3. ‘Hompxaerprintac 3. Ruang tunggu AC ( Kursi Tunggu )
2. Alat Tulis Kantor ( ATK ) 4. Alat Komunikasi Komputer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Jika persyaratan tidak sesuai prosedur maka permohonan tidak akan - Dicatat dalam Register Pindah Datang
dikabulkam/ tidak diberikan

2. Diperlukan koordinasi dengan stak holder dan istansi yang terkait




STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PINDAH DATANG / MASUK

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BUKU
PEMOHON PETUGAS / DISPENDUK KELENGKAPAN WAKTU OuTPUT KET
OPERATOR
Pengantar Dari
1 i n.—.mw.xm:. BeLae Desa dan Berkas 1 menit | Berkas lengkap
pengajuan Pindah Datang Besriohon
N
Petugas menerima ,memeriksa ; ;
2 | kelengkapan berkas v Berkas dan Blanko | ! ™enit WMM”MM KK di
»Memproses pindah datang
lengkap
u 4
Petugas Memproses berkas ,F Berkas Pemohon 2 menit | Berkas diproses
4 | Petugas Dispenduk Validasi - . Validasi ke
surat yang kirim Petugas mnwxmmOW“.Mm: pindah 2 menit Dispenduk
Kecamatan ( Aplikasi SIAK ) g
5
Petugas Mencetak berkas ——— Berkas jadi 1 menit Berkas selesai
6
Pemohon Menerima KK Jadi, Surat Pindah 1 menit

dari Petugas Penyerahan
Berkas Pelayanan

N

Datang yang sudah
jadi

KK sudah bisa di
ambil




Nomor SOP 061/ 12 /416 -315/2025
@ PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO |3 8Fgol Compusia 2. AN SR
Tanggal Revisi 8 Januari 2025 -~ -
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
KANTOR KECAMATAN KEMLAGI Nama SOP PELAYANAN AKTE KELAHIRAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi 1. Sarana
Pemerintahan 2. Memiliki kemampuan Mengolah data
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, 3. Mampu Mengoperasionalkan Komputer/Laptop
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 TentangPelaksanaan 4. Memiliki kemampuan Meregistrasi Surat Keluar dan Surat Masuk
Undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 5. Memiliki kemampuan Menyimpan di Bidang kearsipan Surat-surat
Kependudukan
4. Peraturan Menteri Pan RB no 35 Tahun 2012 tentang Pedoman .
Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi ,
Pemerintahan, _
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2010 ,
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto
7. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan
Sebagian kewenangan kepada Camat
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

. SOP Pengurusan Pelayanan ljin Keramaian

[

1.
2

Komputer ,printer
Alat Tulis Kantor ( ATK )

3. Ruang tunggu AC ( Kursi Tunggu )

4. Alat Komunikasi Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1.
2.

Jika persyaratan tidak sesuai prosedur maka permohonan tidak akan
dikabulkam/ tidak diberikan
Diperlukan koordinasi dengan stak holder dan istansi yang terkait

i -

[

Dicatat dalam Register Akte Kelahiran




STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN AKTE KELAHIRAN

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BUKU
PEMOHON PETUGAS / DISPENDUK KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET
OPERATOR
Pengantar Dari
Menyerahkan Berkas 3
1 pengajuan AKTE Kelahiran Oomw. %hw:ﬂﬂnwmw 1 menit | Berkas lengkap
\
Petugas menerima ,memeriksa ¢ )
2 mh@mﬂsmxmvg gﬂ—sw e wﬂﬂ—sm Qg mumﬂ—wo 1 menit wﬂﬁ—sm KK Q_
Memproses . Proses
' P Akte Kelahiran
lengkap
w v
Petugas Memproses berkas Berkas Pemohon 2 menit | Berkas diproses
_~ P
4 | Petugas Dispenduk Validasi x g Validasi ke
surat yang kirim Petugas <mW.wMM~_N “ﬂmwmwa 2 menit Dispenduk
Kecamatan ( Aplikasi SIAK )
5
Petugas Mencetak berkas > EE— Akte Kelahiran jadi | 1 menit Berkas selesai
[
6
Pemohon Menerima Akte . 1 menit . .
Kelahiran Jadi, dari Petugas L Surat Pindah vang KK sudah bisa di

Penyerahan Berkas Pelayanan

sudah jadi

ambil




Nomor SOP 061/ 13 /416 -315/2025
_ PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO Yanggal Pembuatan 6 Januari 2025
S Tanggal Revisi
i | Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
KANTOR KECAMATAN KEMLAGI Nama SOP
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi 1. Sarnana
Pemerintahan 2. Memiliki kemampuan Mengolah data
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, 3. Mampu Mengoperasionalkan Komputer/Laptop
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang 4. Memiliki kemampuan Meregistrasi Surat Keluar dan Surat Masuk
Pelaksanaan Undang — undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 5. Memiliki kemampuan Menyimpan di Bidang kearsipan Surat-surat

Administrasi Kependudukan

4. Peraturan Menteri Pan RB no 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan,

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto

7. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan
Sebagian kewenangan kepada Camat

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
- SOP Pengurusan Pelayanan ljin Keramaian 1. Komputer printer 3. Ruang tunggu AC ( Kursi Tunggu )
2. Alat Tulis Kantor ( ATK ) 4. Alat Komunikasi Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Jika persyaratan tidak sesuai prosedur maka permohonan tidak akan | - Dicatat dalam Register Akte Kemiatian
dikabulkam/ tidak diberikan
2. Diperiukan koordinasi dengan stak holder dan istansi yang terkait




STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN AKTE KEMATIAN

NO KEGIATAN PELAKSANA MUTU BUKU
PEMOHON PETUGAS / DISPENDUK KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET
OPERATOR
Pengantar Dari
Menyerahkan Berkas g
1 pengajuan AKTE Kematian Desa %hwrwﬂ.rmw 1 menit Berkas lengkap
N
Petugas menerima ,memeriksa ; ;
2 | kelengkapan berkas e Berkas dan Blanko | ! ™enit WMMMMM KK di
;Memproses Akte Kematian
lengkdp
w A 4
Petugas Memproses berkas ,_. Berkas Pemohon 2 menit | Berkas diproses
4 | Petugas Dispenduk Validasi & N Validasi ke
surat yang kirim Petugas <EM__MM__M" m_nw_ e Draf 2 menit Dispenduk
Kecamatan ( Aplikasi SIAK )
5
6
Pemohon Menerima Akte 1 menit

Kematian Jadi, dari Petugas
Penyerahan Berkas Pelayanan

A

Surat Pindah yang
sudah jadi

KK sudah bisa di
ambil




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

§

-

KECAMATAN KEMLAGI KAB.MOJOKERTO
TAHUN 2025



P rosedur Administrasi Pemerintahan,

Nomor S0P 061/24 / 416 - 315 / 2025
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO Tanggal Pembuatan | 6 Januari 2025
KANTOR CAMAT KEMLAGI Tanggal Revisi 6 Januari 2025
Tanggal Efektif 6 Janyasi,
Disahkan Oleh 1 MAT KEMLAGI
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN i . p
NICK STP., M.SI.
’o ‘enata Tk.l
JOKE 8404252003121001
[ NemasOp [T VASUK
D asar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
1. U ndang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan 1. Sarjana
2 . P eraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, 2. SMA
3. Peraturan dalam Negeri No.54 Thn 2009 tentang Tata Naskah dinas dilingkungan Pemerintah Daerah 3. Mampu Mengoperasionalkan Komputer/Laptop
4. P eraturan Menteri Pan RB no 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional 4.

Memiliki Pengetahuan dan pemahaman tentang Peraturan Tata
Naskah Dinas Pemerintah

5. P ermendagri No.52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemerintahsn Daerah. 5. Memiliki kemampuan Meregistrasi Surat Keluar dan Surat Masuk

6. P eraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 6. Memiliki kemampuan Menyimpan di Bidang kearsipan Surat-surat
W ugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto

7. P eraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54
¥ ahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan kepada Camat

K et erkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan

1. S OPsurat keluar 1.ATK

2. SOP Kearsipan 2.Komputer

3, Aplikasi E Office
4.Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1 ..Jika tidak di proses terjadi keterlambatan informasi

1, Buku Register surat Masuk
2.Buku Agenda




A. 1D ENTIFIKASI KEGIATAN

Judusl SOP Surat Masuk

Ouwutput Arsip Surat Masuk

Pelaksana 1. Camat

2. Sekretaris Kecamatan
3. Kasubbag

4, Kasi

5. Staff

B. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana Uraian Prosedur
Staff Menerima Surat Masuk dan menyampaikan ke kasubbag
Kasubbag Memverifikasikan surat untuk di teruskan ke atasan
Staff Memasukkan ke buku agenda surat masuk dan Mendisposisikan Surat Ke atasan untuk ditinjaklanjuti
Sekcam Memverifikasikan surat tersebut ke bagian yang bersangkutan dengan surat tersebut kepada Kasi /Kasubbag dan Memparaf
Camat Mendisposisi Surat
Staff Meninjaklanjuti surat yang telah di verifikasikan atasan ke bagian yang sudah di tentukann oleh atasan
Kasubag Menerima surat untuk ditinjaklanjuti
Staff Mengarsifkan surat




FLOWCART

E Pelaksana Mutu Baku et
hgiatan Staff |Kasubbag| Kasi Sekcam Camat Kelengkapan Waktu Output
==\
Menerima m:qmn Masuk dan o) Berkas Surat Masuk |2 Menit Surat Masuk
Menyampaikan ke Kasubbag 1
1

i k diteruskan Il |
Memverifikasikan surat untu eru 4 ! Surat Masuk 5 i R
ke atasan Ry
Memasukkan ke buku agenda surat masuk « Draft disposisi surat

X 4 Surat Masuk 3 Menit

dan mendisposisikan surat ke atasan i ik masuk

i i ian ==
§m3<m«_mrmm_“rm: muqm” »m..mmec“ “6 umcw X i | Draft disposisi surat 3 Menit Draft disposisi surat
yang bersangkutan dengan surat tersebut. il en s
kepada Kasi /Kasubbag dan Memparaf

- v -
Zm.:.”_m_.n_m:_cz uc.,m_” <”:m.3_u: ‘ dah : Draft disposisi surat 2 Menit Draft disposisi surat
verifikasikan atasan ke bagian yang suda 84 ket en i
di tentukan oleh atasan
Draft disposisi surat

Menerima surat untuk ditinjaklanjuti Bnmcr = 2 menit Surat Masuk
Pengarsipan Surat Masuk !l L Surat Masuk 2 menit | Surat Masuk Arsip

Ket : ﬁ { ) = Mulai

= Proses

> =Pengambilan Keputusan




PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KANTOR CAMAT KEMLAGI

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nomor SOP 061/ X /416 - 315/ 2025

Tanggal Pembuatan |6 Januari 2025

Tanggal Revisl 6Januari2025

Tanggal Efektif 6 Januafi N

Disahkan Oleh - JoS~ . CAMAT KEMLAG!
/ .
Q k h
- !
CRATES, 5.5TP., M.SI.

Penata Tkl
(o) 98404252003121001

SO ST =

G ARG A ALy e Nt SEERNY.

D &= sar Hukum

Kualifikas! Pelaksanaan

1. Undang ~Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan,

3.  Peraturan dalam Negeri No.54 Thn 2009 tentang Tata Naskah dinas dilingkungan Pemerintah
Daerah

4. Peraturan Menteri Pan RB no 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan,

S. Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemerintahsn Daerah.

6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto

7. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54
Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan kepada Camat

1, Sarjana

2. SMA

3. Mampu Mengoperasionalkan Komputer/Laptop

4. Memiliki Pengetahuan dan pemahaman tentang Peraturan Tata
Naskah Dinas Pemerintah

Memiliki kemampuan Meregistrasi Surat Keluar dan Surat Masuk
6. Memiliki kemampuan Menyimpan di Bidang kearsipan Surat-surat

L4

K e=terkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1.ATK
2 . SOP Kearsipan 2.Komputer

3. Aplikasi E Office
4. Jaringan internet

P e>ringatan

Pencatatan dan Pendataan

1 _Jika tidak di proses terjadi keterlambatan informasi
2 . Jika tidak diproses tidak dapat mengeluarkan surat

1.Buku Register surat Keluar
2.Buku Agenda




A. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul SOP

Surat Keluar

Output Arsip Surat Kelar
Pelaksana 1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Kasubbag
4, Staff

B. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana Uraian Prosedur
Sekcam Menerima Perintah atau disposisi Camat untuk Membuat Surat
Kasubbag Mengkonsep surat
Staff Mengetik dan Mencetak Surat
Kasubbag Memeriksa Surat sebelum diteruskan jika benar ditinjaklanjuti jika salah dikembalikan lagi.
Sekcam Memberi paraf pada draf surat yang sudah dibuat / admistrasi Hirarki surat
Camat Menandatangani Surat Keluar
Staff Mencatat Surat dan Memberi Penomoran Surat Keluar
Staff Mengirim Surat dan Pengarsipan surat




FLOWCART

Kegiata Pelaksana Mutu Baku
egiatan
Camat | Sekcam |Kasubbag Staff Kasi Kelengkapan Waktu Output
c s Diterimanya
M ima Perintah atau disposisi t untuk
T T S o St oot Surat Masuk 2 Menit | Perintah/disposisi
Membuat Surat
surat
Perintah/disposisi ;
Mengkonsep Surat J surat 5 Menit Kansep Surat
Mengetik dan Mencetak Surat Kansep Surat 10 Menit Draft Surat
Memeriksa Surat sebelum diteruskan jika T
benar ditinjaklanjuti jika salah dikembalikan Draft Surat 2 Menit BMmc_,
lagi.
Memberi paraf pada draf surat yang sudah m. Draft disposisi surat Diparafnya Konsep
g : tiaie X 2 Menit
dibuat / admistrasi Hirarki surat masuk Surat
Diparafnya Konsep < Penandatanganan
Menandatangan| surat \ ill_ Surat 2 Menit Stical
L

Mencatat Surat dan Memberi Penomoran L Penandatanganan .

3 menit | Agenda surat Keluar
Surat Keluar surat
Mengirim Surat dan Pengarsipan surat Agenda surat Keluar | 2 menit Asip Surat

r ™
Ket : L ) = Mulai
_ = Proses
PN
ZoR\,
& > = Pengambilan Keputusan




PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

Nomor SOP

061/ /6 | 416 - 315 / 2025

Tanggal Pembuatan |6 Januari 2025

3. Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemerintahan Daerah.

4, Permenpan-RB No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto

6. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020
Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan kepada Camat

KANTOR CAMAT KEMLAGI Tanggal Revisi 6 Januari 2025
Tanggal Efektif 6 Januari 20255 /]
Disahkan Oleh A CAMAT KEMLAG!
Q
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN * ¢
NI RATES, S.STP., M.SI.
kS /' Penata Tk.|
O/ 5w wA8#198404252003121001

Ol ) it 1 4 e B w30 .Hol\ ds FIMATEPNN, nwx 3 it *
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
1. PP Nomor 24 Tahun 1976 tantang Cuti PNS 1. Sarjana
2. SE BAKN No. 01 Tahun 1977 tentang permintaan dan pemberian Cuti PNS 2. SMA

3. Mampu Mengoperasionalkan Komputer/Laptop

4. Memillki Pengetahuan dan pemahaman tentang Prosedur permohanan cuti
5. Memiliki kewenangan untuk memproses permohonan cuti,

6. Memiliki Pengetahuan dan pemahaman tentang Peraturan Tata Naskah Dinas Pemerintah

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. Cuti Biasa 1LATK
2. Cutl Tahunan 2. Komputer
3. Cuti Hamil 3. Aplikasi SIMPEG

4 Jaringan internet
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1 Jika Permohonan tidak dibuat maka Pegawai yang bersangkutan dianggap tidak masuk tanpa keterangan

1. Buku Register surat Keluar
2.Reglster cutl PNS

3. Buku Agenda




A. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul SOP

Surat Permohonan Cuti

Output

Arsip Surat Permohonan Cuti

Pelaksana

1. Bupati Mojokerto / Sekda
2. BKPSDM

3. Camat

4, Sekretaris Kecamatan

5. Kasubbag Kep.

6. PNS

7. STAFF

B. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana Uraian Prosedur
PNS PNS mengajukan cuti melalui simpeg pribadi PNS yang bersangkutan,entri data cuti, mencetak surat permintaan cuti untuk ditanda tangani PNS yang
bersangkutan dan melengkapi surat permintaan cuti tersebut dengan dokumen pendukung.
Kasubbag Memberl paraf sebagal persetujuan atas cuti PNS yang bersangkutan
Sekcam Memberi paraf sebagal persetujuan atas cuti PNS yang bersangkutan
Camat Memberi paraf sebagal persetujuan atas cuti PNS yang bersangkutan
Staff Surat permintaan cuti diserahkan ke kepasa sub bagian umum dan kepegawaian untuk dibutakan Surat Pengantar yang ditanda tangani oleh atasan
kemudian dipindai untuk diunggah ke dalam aplikasi SIMPEG melalui akun admin Simpeg OPD dan disubmit ke BKPSDM Kota Batam.
BKPSDM BKPSDM melakukan verifikasi permintaan cuti memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS)

Bupati Mojokerto / Sekda

Persetujuan Bupati Mojokerto atau Sekretaris Daerah terhadap permintaan cuti PNS yang bersangkutan

PNS

Persetujuan diunduh di akun simpeg PNS yang bersangkutan.




FLOWCART

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ket

PNS Kasubbag] Sekcam | Camat Staff | BKPSDM | BUPATI Kelengkapan | Waktu Output
PNS mengajukan cuti melalui simpeg pribadi PNS
yang bersangkutan,entri data cuti, mencetak surat
permintaan cuti untuk ditanda tangani PNS yang Permohonan Surat
bersangkutan dan melengkapl surat permintaan A ; Cuti 10Menig  Surat Cuti
cuti tersebut dengan dokumen pendukung.

¥
Memberi paraf sebagai persetujuan atas cuti PNS W g
yang bersangkutan i |._. Surat Cuti 1 Harl Surat Cuti
Memberi paraf sebagal persetujuan atas cuti PNS -
yang bersangkutan , .J Surat Cuti 1 Hari Surat Cuti
Memberi paraf sebagal persetujuan atas cuti PNS )
yang bersangkutan Surat Cuti 1 Hari Surat Cuti
Surat permintaan cuti diserahkan ke kepada sub
bagian umum dan kepegawaian untuk dibuatkan
Surat Pengantar yang ditanda tangani oleh atasan Y
kemudian dipindal untuk diunggah ke dalam . Surat Cuti 30 Meni}  Surat Cuti
aplikasi SIMPEG melalui akun admin Simpeg OPD 4+
dan disubmit ke BKPSDOM,
BPSDM melakukan verifikasi permintaan cuti \x
memnuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat < Surat Cuti 1 Hari Surat Cutl
(TMS) -
Persetujuan Bupatl atau Sekretaris Daerah terhadap e s , |
permintaan cuti PNS yang bersangkutan urse Cuts 2-3 Hari Surat Cuti
Persetujuan diunduh di akun simpeg PNS yang 4 T ; )
bersangkutan, i ) Surat Cuti 10Meniy  Asip Surat
Ket : m ,v = Mulai
= Proses
\>J
U = Pengambilan Keputusan




3. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

4, Peraturan Pemrintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS

5. Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemerintahsn Daerah.

6. Permenpan-R8 No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur
(SOP) Administrasi Pemerintahan

7. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasl, Tugas dan
Fungsl serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto

8. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020
Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan kepada Camat

3. Mampu Mengoperasionalkan Komputer/Laptop

4. Memiliki Pengetahuan dan pemahaman tentang Peraturan
dan perundang - undangan yang mengatur Hak dan Kewajiban
PNS

S. Mampu Mengeroperasikan MS Word dan MS. Excel

Nomor SOP o_ma\\.w /416 - 315/ 2025
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO Tanggal Pembuatan |6 Januari 2025
KANTOR CAMAT KEMLAGI Tanggal Revisi 6 Januari 2025
Tanggal Efektif 6 Januart
.'
Disahkan Oleh &4 é\q .. wgz_a KEMLAGI
. \
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN iQ - .
*
i ; STP., M.Si.
O Jénata Tkl
(o) & 04252003121001
~ NamaSOP | "PENJAFUHAN HUKUMAN DISIPUN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang Undang No. 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Sarjana
2. Peraturan Pemerintah NO. 42 Tahun 2014 tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode etik PNS 2. SMA

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1.ATK
2. SOP Kearsipan 2. Komputer

3. Printer

4, Aplikasi IDIS

5. _m_.,:mm: internet
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila proses penjatubhan hukuman disiplin tidak sesuai dengan SOP, maka Penjatuhan hukuman
disiplin yang dilaksanakan tidak sah.

1.Buku Register surat Keluar
2.Buku Agenda




A. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul SOP

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Output

Arsip Surat Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pelaksana

1. Sekretaris Kecamatan
2. Kasubbag
3. Staff

B. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana Uraian Prosedur
Kasubbag Kasubbag menyampaikan hasil evaluasi absen, pengaduan tertulis dan hasil temuan kepada Sekretaris Kecamatan.
Sekretaris Kecamatan meneliti dan menelaah evaluasi absen pengaduan tertulis dan hasil temuan langsung. Jika bukti setuju/bukti
Sakcaiis tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi,jika sudah lengkap akan memerintahkan kasubbag Umum untuk memanggil dan
memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin serta jika terbukti untuk menjatuhkan hukuman displin berdasarkan
ao.omnu_ wewenang penjatuhan hukuman disiplin.
Kasubbag Kasubbag Umum selaku atasan langsung memanggil dam memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
Jika berdasarkan hasil periksaan tidak terbukti, dibebaskan.jika terbukti hasil pemeriksaan dituangkan dalan BAP, PNS yang terbukti
Kasubbag melakukan pelanggaran diberi teguran lisan yang dituangkan secara tertulis dan memerintahkan Staff umum & Kepegawaian untuk
membuat Draft surat teguran lisan berdarkan BAP hasil pemeriksaan.
Staff Membuat Draft surat teguran lisan dan menyerahkan kepada Kasubbag Umum.
Kasubt Kasubbag umum mengkoreksi draft surat teguran lisan.jika sesuai dengan BAP, ditanda tangani sesuai dengan delagasi wewenang
untuk menjatuhkan hukuman disiplin.jika tidak sesuai dikembalikan kepada Staff um & Kep untuk diperbaiki.
Staff Kasubbag umum memerintahkan Staff untuk memberi nomor surat,mengagendakan, menyimpan dalan arsip kepegawaian,membuat
surat pengantar serta membuat surat panggilan menerima hukdis yang bersangkutan,
Kisubbia Surat teguran yang telah diberikan nomor diserahkan kepada Kasubbag umum untuk diserahkan langsung kepada PNS yang telah
s melakukan pelanggaran disiplin.
Staff Staff umum mengirimkan surat teguran lisan ke BKPSDM sebagai tebusan/Pemberitahuan hukdis




FLOWCART

0 = Pengambilan Keputusan

Mutu Baku
Kaghstan Staf Kelengkapan Waktu Output coe
Kasubbag menyampaikan hasil evaluasi absen, pengaduan Absensi,surat pengaduan 5 ! Lembar disposisi &
tertulis dan hasil temuan kepada Sekretaris Kecamatan. & hasil temuan 15 Menit berkas bukti
Sekretaris Kecamatan meneliti dan menelaah evaluasi absen
pengaduan tertulis dan hasil temuan langsung. Jika bukti
setuju/bukti tidak lengkap akan dikembalikan untuk
dilengkapi,jika sudah lengkap akan memerintahkan kasubbag Lembar disposisi & W e
Umum untuk memanggil dan memeriksa PNS yang diduga berkas bukti 30 Menit] Disposisi & berkas cc.aj
melakukan pelanggaran disiplin serta jika terbukti untuk
menjatuhkan hukuman displin berdasrkasn delegasi
wewenang penjatuhan hukuman disiplin.
Kasubbag Umum selaku atasan langsung memanggll dan Disposisi & berkas 60 Meni P ik
memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. bukti o ey
Jika berdasarkan hasil periksaan tidak terbukti,
dibebaskan.jika terbukti hasil pemeriksaan dituangkan dalam d
BAP. PNS yang terbukti melakukan pelanggaran diberi o ks ! isposisi, berkas bukti
teguran lisan yang dituangkan secara tertulis dan o izl 60 Menit} & draft surat teguran
memerintahkan Staff um & Kep untuk membuat Draft surat fisan
teguran lisan berdarkan BAP hasil pemeriksaan. 1
Membuat Draft surat teguran lisan dan menyerahkan kepada T T diseosisi, berkas buktl & Draft surat teguran
Kasubbag Umum. I . draft surat teguran lisan 15 Menit lisan
Kasubbag umum mengkoreksi draft surat teguran lisan.jika ]
sesual dengan BAP, az.u..x_m tangani sesuai a.o:.nm:. delagasi Draft surat teguran i Surat Teguran Lisan
imim:m.:n ::E.r menjatuhkan hukuman disiplin.jika tidak lisan yang ditandatangan
sesual dikembalikan kepada Staff um & Kep untuk diperbaiki,
Kasubbag umum memerintahkan Staff untuk memberi nomor Surat Teguran
surat,mengagendakan, menyimpan dalan arsip Surat Teguran Lisan Lisan,surat
. 5 Menit 2
kepegawalan,membuat surat pengantar serta membuat surat yang ditandatangan panggilan surat
panggilan menerima hukdis yang bersangkutan. pengantar
—
Surat teguran yang telah diberikan nomor diserahkan kepada Surat Teguran Surat Teguran SOP Surat
Kasubbag umum untuk diserahkan langsung kepada PNS yang Lisan,surat 5 Menit | e Keluar/SOP
R y Lisan,Surat pengantar
telah melakukan va_msmmﬁua disiplin. vu:m._m?uc_.u. Arsip
Staff umum mengirimkan surat teguran lisan ke BKPSDM Surat Teguran " Surat Teguran telah SOP Surat
sebagai tembusan/Pemberitahuan hukdis Lisan,Surat pengantar 5 Menit dikirim Keluar
Ket : ANy = Mulai
Al = Proses




Nomor SOP 061/ /€ / 416 - 315/ 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO Tanggal Pembuatan |6 Januari 2025

KANTOR CAMAT KEMLAGI Tanggal Revisi 6 Januari 2025

Tanggal Efektif 6 Ja
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN |Disahkan Oleh AT KEMLAGI

-

*

ES, S.STP., M.Si.
Pgmata Tk,
252003121001

W P i ANAN DINAS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaun

1. Undang —Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan 1. Sarjana ¢

2. Permenpan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah 2. SMA

3. Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemerintahsn Daerah, 3. Mampu Mengoperasionalkan Komputer/Laptop

4. Permenpan-RB No,35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan | zahu_r M menrs..%: R_..zaé,a.szs._im Peraturan dan perundang -
5, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja tndangsn Patisienan Dinse Pogrwal Negen Syl

K atan Kabupaten Mojokerto 5. Mampu Mengeroperasikan MS Word dan MS. Excel

16. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan
Sebagian kewenangan kepada Camat

[Keterkaitan SOP Pernlatan / Perlengkapan
1. SOP Penerbitan SPT 1. ATK
2. SOP Pengajuan izin perjalanan Dinas 2. Komputer
3. SOP Pengajuan Pencairan Perjalan Dinas 3. Printer
4. Internet
Peringatan -._..oan!u.- dan Pendataan
1. Jika SOP tidak dilaksanakan / Proses Maka Perjalanan Dinas tidak dapat dilakasankan. 1. DPA
2. SHB

3.5pP)




A. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul SOP PERJALANAN DINAS

Output Arsip Surat Masuk

Pelaksana 1. Camat 5. Pelaksana Perjalanan Dinas
2. 5. Sekretaris Kecamatan
3. Kasubbag
4. Stafr

B. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana Uraian Prosedur
Camat Dasar melakukan perjalanan dinas (berupa surat undangan dari instansi/penyelenggara terkait) yang sudah didisposisikan
Staff Membuat dan mengusulkan izin melakukan perjalanan dinas / Disposisi
Kasubbag Memeriksa surat usulan perjalanan dinas yang di buat staff jika sudah benur akan di teruskan jika tiduk akan di kembalikan.
Kisublog Memeriksa dan menelaah surat sebelum di teruskan ke atasan,
Salicaca mengkoreksi dan memparaf surat perjalanan dinas yang sudah didisposisi jika sesuai dengan surat undangan yang diberikan akan diproses jika tidak akan
’ dikembalikan untuk diperbaiki.
Staff Mengajukan SPT perjalanan dinas ke Walikota
Camat Walikota menyetujui/ tiduk menyetujui perjalanan dinas yang diajukan.
Sekcam Sekcam menandatangani SPT Perjalanan Dinas yang sudah disetujui oleh Camat

Pelaksana Perjalanan

Menyiapkan Berkas yang diperlukan selama perjalanan dinas

Pelaksana Perjalanan

Membuat Laporan perjalanan Dinas

Kasubbag

Membuat Pengajuan Pencairan SPPD




FLOWCART

i Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan _ ==
mat Staff | Kasubbag] Sekcam | Camat | Pelaksanal Kelengkapan Waktu Output
Dasar melakukan perjalanan dinas (berupa surat

I Jundangan dari instansi/penyelenggara terkait) Undangan | Hari Disposisi

yang sudah didisposisikan
} Surat izin
I lakuk

2 z..d_a i an“, s ”ﬂ: n ol Disposisi 30 Menit melakukan
perjalanan dinas./Disposis pevialans Dl
Memeriksa surat usulan perjalanan dinas yang di Surat izin melakukan Surat izi

3 |buat staff jika sudah benar akan di teruskan jika perjalana Dins 60 Menit PP
tidak akan di kembalikan. -

4 Memeriksa dan menelazh surat sebelum di Surat izin 30 Menit Surat izin
teruskan ke atasan, disposisi son disposisi
mengkoreksi dan memparaf surat perjalanan dinas .

SR NN A e Surat izin

s [rame sudah didisposisi jika sesuai dengan surat Surat izin disposisi 60 Meni di isi &

® Jundangan yang diberikan akan diproses jika tidak s _“85_
akan dikembalikan untuk diperbaiki. g

Surat izin Surat izin & Surat

6 [Mengajukan SPT perjalanan dinas ke Camat I - disposisi & Pengantar | 60 Menit el -

Pengantar
Camat menyetujui / tidak menyetujui perjalanan Surat izin & Surat . Surat izin & Surat

7 ¢ R 2 Hari
dinas yang diajukan, Pengantar Pengantar

8 Sekcam menandatangani SPT Perjalanan Dinas Surat izin & Surat | Hari _We o
yang sudah disetujui oleh Camat Pengantar s hapen

perjalanan
. a Berkas
Menyiapkan Berkas yang diperlukan sclama - . !
9 cexislanan dines perlengkapan perjalanan | Hani Berkas Laporan
. ; ; Pengajuan
M tl I Din ! :
10 |Membuat Laporan perjalanan Dinas Berkas Laporan 60 Menit Poncabiun
; = Pengajuan Pencairan - .
11 |Membuat Pengajuan Pencairan SPPD 60 Menit Selesai
Ket: H M.. w = Mulai
S0 = Proses
A = Pengambilan
7 Keputusan




PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

Nomor SOP 061/ /9 / 416 - 315 / 2025

Tanggal Pembuatan |6 Januarl 2025

2. PP No. 7 Tahun 1977 tentang peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipll.

3. Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemerintahan Daerah.

4. Permenpan-RB No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur {SOP)
Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto

6. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun
2020 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan kepada Camat

Tanggal Revisi 6 Januari 2025
KANTOR CAMAT KEMLAGI Tanggal Efektif L&
Disahkan Oleh e . CAMAT KEMLAGI
Q
’ ‘
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
STP., M.Si.
0 X Penata Tk.|
ORN’ -~ NIR. 198404252003121001
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara. 1. Sarjana !
2. SMA

3. Mampu Mengoperasionalkan Komputer/Laptop

4. Memiliki Pengetahuan dan pemahaman tentang Peraturan Gajl Pegawal
Negeri Sipil.

5. Mampu Mengeroperasikan MS Word

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Kenaikan Gaji Berkala 1LATK
2. SOP Kearsipan 2.Komputer

3. Apilkasi Simpeg
4. Jaringan internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1 Jika permohonan kenaikan gaji berkala tidak diproses maka kenaikan gaji pegawai akan terlambat

1, Buku Register surat Keluar
2.Buku Agenda




A. IDENTIFIKAS! KEGIATAN

Judul SOP

Kenaikan Gaji Berkala

Output

Arsip Kenaikan Gaji Berkala PNS

Pelaksana

1. Camat

2, Sekretaris Kecamatan
3. Kasubbag

4. Bendahara

5. Staff

B. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana Uraian Prosedur
Bendahara Pemberitahuan Waktu Kenaikan Gaji berkala Kepada PNS
PNS Mengecek Simpeg dan Menyiapkan berkas kenaikan gaji berkala dan menyerahkan kepada Kasubbag Umpeg
Kasubbag Mengecek Simpeg PNS yang bersangkutan dan memeriksa berkas kelengkapan PNS, Bila sudah lengkap akan di proses jika tidak akan
dikembalikan untuk di perbaiki.
Staff Membuat Surat Kenaikan Gaji berkala dan disposisi
Kasubbag Memeriksa Surat yang dibuat oleh staff jika benar akan di proses jika tidak akan di kembalikan unruk diperbaiki kembali.
Sekcam Verifikasi dan Validasi Surat Kenaikan Gaji Berkala
Camat Menandatangani Surat Gaji berkala
Staff Meneruskan Surat ke Bagian Bendahara dan pengarsipan berkas
Bendahara Menyampaikan Surat Kenaikan Gaji PNS bersangkutan ke BPKAD




FLOWCART

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Ket

Bendahara] PNS |Kasubbag] Staff | Sekcam | Camat Kelengkapan Waktu Output
Pemberitahuan Waktu Kenaikan Gaji berkala Informasi Kenaikan . . o
Kepada PNS l Gaji Berkala “Menit Apiikasi Simpeg
Mengecek Simpeg dan Menyiapkan berkas h J Berkas Persyaratan
kenaikan gaji berkala dan menyerahkan AplikasiSimpeg |60 Meni§ Kenaikan Gaji
kepada Kasubbag Umpeg & berkala
Zm:mmmmr Simpeg PNS yang amG»:w.&.ﬁ: dan Berkas Persyaratan .
memeriksa berkas kelengkapan PNS, Bila Kenalkan Gaji 30M ioax Surat Kenaikan
sudah lengkap akan di proses jika tidak akan batkale o Gaji Berkala
dikembalikan untuk di perbaiki.

h 4

Membuat Surat Kenaikan Gaji berkala dan v Draft Surat Kenaikan DraftSusat Kenafkan
disposisi ' Gaji Berkala Mo o)

P ) Berkala/disposisi
Memeriksa Surat yang dibuat oleh staff jika Draft Surat Kenaikan Draft Surat Kenalkan
benar akan di proses jika tidak akan di Gaji 30 Meniy Gajl
kembalikan unruk diperbaiki kembali. Berkala/disposisi Berkala/disposisi
Verifikasi dan Validasi Surat Kenaikan Gaji T Draft Surat Kenaikan 15 Meni Draft Surat Kenaikan
Berkala 3 Gaji Berkala/disposisi eniy Gaji Berkala/disposisi

1l

M di ni Surat Gali berkal ... Draft Surat Kenaikan 15 Meni Surat Kenaikan Gaji

enandatangani Surat Gaji berkala 1 Gaji Berkala/disposisi eny Berkala
Meneruskan Surat ke Bagian Bendahara dan Surat Kenaikan Gaji 10 Menid Surat Kenaikan Gajl
pengarsipan berkas Berkala e Berkala/Arsip
Menyampaikan Surat Kenaikan Gaji PNS Surat Kenaikan Gaji 1:2Had Surat Kenaikan Gaji
bersangkutan ke BPKAD Berkala/Arsip e Berkala

Ket : = Mulai
= Proses

=Pengambilan Keputusan




PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

Nomor SOP 061/ 20/ 416 - 315 / 2025

Tanggal Pembuatan |6 Januarl 2025

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 Kenaikan Pangkat Pegawal Negeri Sipi

. Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemerintahan Daerah.

. Permenpan-RB No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto

6. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun

2020 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan kepada Camat

s wWwN

Tanggal Revisi 6 Januari 2025
KANTOR CAMAT KEMLAGI ST e
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Disahkan Oleh . CAMAT KEMLAGI
Q ]
*
TES, S.5TP., M.Si.
P Tk |
4 84042 -83S8~
..“?l: '.I |”,. W.u l.., - l_\'; .\#L..- v v G .N .I'\: . d .
e — - - ————— — -
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara. 1. Sarjana

2. SMA

3. Mampu Mengoperasionalkan Komputer/Laptop

. Memiliki Pengetahuan dan pemahaman tentang Peraturan Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

I5. Mampu Mengeroperasikan MS Word

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Kenaikan Gaji Berkala 1.ATK
2. SOP Kearsipan 2.Komputer

3. Aplikasi Simpeg
4. Aplikasi Pagar Satu
5.Jaringan internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1 .Jika permohonan kenaikan gaji berkala tidak diproses maka kenaikan gaji pegawai akan terlambat

1. Buku Register surat Keluar
2.Buku Agenda




A. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul SOP

Kenaikan Pangkat

Output Arsip Kenaikan Pangkat PNS

Pelaksana 1. Camat 4. PNS
2. Sekretaris Kecamatan 5. Staff
3. Kasubbag

B. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana Uraian Prosedur
Staff Pemberitahuan Waktu Kenaikan Pangkat PNS
Kasubba Mengecek Simpeg PNS yang bersangkutan dan Menghubungi PNS bersangkutan untuk melengkapi berkas Persyaratan Kenaikan Pangkat
. PNS tersebut
PNS Melengkapi Berkas Prsyaratan Kenaikan Pangkat dan menyampaikan berkas ke Kasubbag Umpeg
Kasubbag Memeriksa Berkas kelengkapan kenaikan pangkat jika benar akan diproses jika tidak akan dikembalikan untuk di perbaiki kembali.
Staff Membuat Darft Surat Kenaikan Pangkat./Disposisi
Kasubbag Memeriksa Draft Surat Kenaikan pangkat jika benarkan akan diteruskan jika tidak akan dikembalikan untuk diperbaiki.
Sekcam Verfikasi dan Validasi Surat Kenaikan Pangkat.
Camat Menandatangani Surat Kenaikan Pangkat
Staff Meneruskan Surat kenaikan pangkat ke BPKAD dan Pengarsipan Surat




FLOWCART

melengkapi berkas Persyaratan Kenaikan
Pangkat PNS tersebut

Kealata Pelaksana Mutu Baku
Agiatan Staff |Kasubbag] PNS Staff Sekcam | Camat Kelengkapan Waktu Output
Inf i Kenaik
Pemberitahuan Waktu Kenaikan Pangkat PNS e 2 Menit] Aplikasi Simpeg
Pangkat
Mengecek Simpeg PNS yang bersangkutan dan >
i f P

Menghubungi PNS bersangkutan untuk . AplikasiSimpeg |60 Menid Berkas Persyaratan

Kenaikan Pangkat

Melengkapi Berkas Persyaratan Kenaikan
Pangkat dan menyampalkan berkas ke
Kasubbag Umpeg

Berkas Persyaratan
Kenaikan Pangkat

30 Zm:j

Berkas Persyaratan
Kenaikan Pangkat

Memeriksa Berkas kelengkapan kenaikan
pangkat jika benar akan diproses jika tidak
akan dikemballkan untuk di perbaiki kembali.

Berkas Persyaratan
Kenaikan Pangkat

30 Meniy

Draft Surat Kenaikan
Pangkat/disposisi

Membuat Darft Surat Kenaikan
Pangkat./Disposisi

Draft Surat Kenalkan
Pangkat/disposisi

30 Menig

Draft Surat Kenaikan
Pangkat/disposisi

Memeriksa Draft Surat Kenaikan pangkat jika
benarkan akan diteruskan jika tidak akan
dikembalikan untuk diperbaiki.

Draft Surat Kenalkan
Pangkat/disposisi

15 Menig

Draft Surat Kenaikan
Pangkat/disposisi

Draft Surat Kenaikan

Draft Surat Kenaikan

Verfikasi dan Validasi Surat Kenaikan Pangkat. Pangkat/disposis| 15 -Smnj Pangkat/disposisi
Menandatangani Surat Kenaikan Pangkat o“.““ﬂ a._nmhm_.”.m: 10 Zn:k m:qu”””“xm:
1
Meneruskan Surat kenaikan pangkat ke BPKAD . Surat Kenalkan 1-2 Hari Surat Kenaikan
dan Pengarsipan Surat Pangkat Pangkat/Arsip
Ket : = Mulai
= Proses

= Pengambilan Keputusan




PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KANTOR CAMAT KEMLAGI

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nomor SOP 061/ 2{ /416 -315/ 2025

Tanggal Pembuatan |6 Januari 2025

Tanggal Revisi 6 Januari 2025
Tanggal Efektif 6 Januari ~0~S
Disahkan Oleh  AAH KAGN\Jit
Va
Y

e

Kualifikasi Pelaksanaan

2, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

3. Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemerintahan Daerah.

4. Permenpan-RB No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional
Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto

6. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
54 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan kepada Camat

Dasar Hukum
1. Undang Undang NO.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 1. Sarjana
2. SMA

3. Mampu Mengoperasionalkan Komputer/Laptop
4. Memiliki Pengetahuan dan pemahaman tentang Kearsipan
5. Mampu Mengeroperasikan MS Word dan MS. Excel

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1.ATK

2. SOP Kearsipan 2. Komputer

3. SOP Surat Masuk 3. Printer

4. Aplikasi E Office
5. Jaringan internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila proses Kersipan tidak dilaksanalan dengan baik, maka arsip tidak tertata dengan
baik dan akan mempersulit dalam pencarian dokumen

1. Buku Register surat Masuk Dan Keluar
2.Buku Agenda




A. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul SOP KEARSIPAN DOKUMEN
Output Arsip Dokumen
Pelaksana 1. Kasubbag

2. Staff

B. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana Uraian Prosedur
Staff Menerima dan Menginformasikan Dokumen ke kasubbag

Kasubbag Menelaah dokumen untuk kemudian di arsipkan ke tempat yang sudah ditentukan/sesuai jenisnya
Staff Mengagendakan surat ke buku agenda arsip

Kasubbag Memeriksa buku agenda yang telah di buat oleh staff bedasarkan jenis dokumen tersebut
Staff Mengarsipkan Berkas Dokumen




FLOWCART

Pelaksana Mutu Baku
Kasubbag Kelengkapan Waktu Output

Kegiatan

—_ —
Absensi, surat pengaduan

Lembar disposisi &
berkas bukti

Menelaah dokumen untuk kemudian di arsipkan ke

10 Menit | Disposisi & berkas buktd
tempat yang sudah ditentukan/sesual jenisnya o

Disposisi & berkas

bukti S Menit Pemeriksaan

Mengagendakan surat ke buku agenda arsip.

o
Kenerima dan Menginformasikan Dokumen ke & hasil temuan sMenit | Lembar disposisi &
kasubbag berkas bukti
—_—— |

Memeriksa buku agenda yang telah di buat oleh dieposiel, berkas buki

i Pemeriksaan 10 Menit] & draft surat teguran
staff bedasarkan jenis dokumen tersebut san
. disposisi, berkas bukti & Draft surat teguran
Mengarsipkan Berkas Dokumen 0 10 Menit lsan

Ket:

@ = Pengambilan Keputusan




PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KANTOR CAMAT KEMLAGI

Nomor SOP 061/ 27/ 416 315/ 2025

Tanggal Pembuatan |6 Januari 2025

Tanggal Revisi 6 Januari 2025

Tanggal Efektif 025 A

2. PP No. 7 Tahun 1977 tentang peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

3. Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemerintahan Daerah.

4. Permenpan-RB No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur
(SOP) Administrasi Pemerintahan

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Disahkan Oleh PR. CAMAT KEMLAGI
‘
% /s
’ -
TES, S.S M.Si.
Penata Tk.|
4, 0 M 198404252003121001
A
__Namasop [ JusulanpeNsuN

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-undang No.43 Tahun 1999 Pasal 10, Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa [1. Sarjana
terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. 2. SMA

3. Mampu Mengoperasionalkan Komputer/Laptop

4. Memiliki Pengetahuan dan pemahaman tentang Peraturan Jaminan
Hari Tua

5. Mampu Mengeroperasikan MS Word

Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar 1.ATK
2. SOP Kearsipan 2.Komputer

3. Aplikasi Simpeg
4. Aplikasi Pagar Satu
5.Jaringan internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1.Jika permohonan usulan pensiun tidak dilaksanakan maka tidak dapat mengajukan usulan pensiun

1.Buku Register surat Keluar
2.Buku Agenda




A. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul SOP

Usulan Pensiun

Output

Arsip Usulan Pensiun

Pelaksana

1. Camat

2. Sekretaris Kecamatan
3. Kasubbag

4. PNS

5. Staff

B. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana Uraian Prosedur
Staff Melakukan Pengecekkan data PNS melalui Aplikasi Simpeg yang akan memasuki Masa Pensiun dan menghubungi PNS yang
bersangkutan untuk melengkapi berkas pensiun.
PNS Menyiapkan Berkas Kelengkapan untuk mengusulkan Pensiun dan mengirimkan berkas tersebut ke staff umpeg.
Staff Mengecek berkas kelengkapan PNS yang bersangkutan jika sudah lengkap akan diteruskan Jika tidak lengkap akan dikembalikan
dan membuat surat usulan Pensiun,disposisi surat pengantar
o Mengecek dan Paraf pada usulan pensiun dan surat pengantar ke BKPSDM jika belum benar akan di kembalikan jika benar akan di
8 teruskan.
Sekcam Memaraf usulan pensiun dan surat pengantar ke BKPSDM
Camat Menandatangani usulan Pensiun dan Surat Pengantar
Staff Pemberian Nomor Surat pengantar,stempel dan mengirimkan usulan pensiun PNS yang bersangkutan ke BKPSDM.




FLOWCART

NO Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Staff PNS znm:cvﬁ Sekcam | Camat Kelengkapan Waktu Output
Melakukan Pengecekkan data PNS melalui
Aplikasi Simpeg yang akan memasuki Masa —
2 S ku P
1 |Pensiun dan menghubungi PNS yang : By ﬂzmﬁmw”nc\ Data 10 Menit wmxmm_xm_ﬂawxmum:
bersangkutan untuk melengkapi berkas Peg e
pensiun,
Menyiapkan Berkas Kelengkapan untuk T Bekas Kelengkapan Kelengkapan Berkas
2 |mengusulkan Pensiun dan mengirimkan berkas W o vmam.u 60 Menit . 5 p o o PR
tersebut ke staff umpeg. : ST ST
Mengecek berkas kelengkapan PNS yang
bersangkutan jika sudah lengkap akan Kelérigkatiun Bk Surat Usulan dan
3 |diteruskan jika tidak lengkap akan :mc_mm vM:mE: PNS 1 Hari disposisi surat
dikembalikan dan membuat surat usulan pengantar
Pensiun,disposisi surat pengantar
Mengecek dan Paraf pada usulan pensiun dan i mcwwa Cw.c._m: dan ) m:...m» Usulan dan
4 Y disposisi surat 30 Menit disposisl surat
surat pengantar ke BKPSDM , .
| —y pengantar pengantar
) L Surat Usulan dan Surat Usulan dan
Memaraf usulan pensiun dan surat pengantar W . : i
5 ke BKPSDM : disposisi surat 30 Menit disposisi surat
r # pengantar pengantar
Menandatangani usulan Pensiun dan Surat Surat Usulan dan Surst Usulan dan
6 Periaiisr : disposisi surat 15 Menit disposisi surat
¢ | pengantar pengantar
Pemberian Nomor Surat pengantar,stempel Surat Usulan dan Uil Prsiin d
7 |dan mengirimkan usulan pensiun PNS yang l disposisi surat 15 Menit : wcw: m””_:w u.:
bersangkutan ke BKPSDM. pengantar urat pegantar/arsip

—

Ket:

= Pengambilan Keputusan

= Mulai

= Proses




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)

SEKSI PEMBANGUNAN
7 ff/

KECAMATAN KEMLAGI KAB.MOJOKERTO
TAHUN 2025




Nomor SOP 061/AL [416-315/2025
Tanggal Pembuatan 6 JANUARI 2025
Tanggal Revisi 6 JANUARI 2025
Tanggal Efektif 6 JANUARI 2025
Disahkan Oleh
PEMERINTAH KABUPATEN
MOJOKERTO
KECAMATAN KEMLAGI
JIn. Raya Kemlagi No.308 Telp.
(0321) 363415
KEMLAGI
SEKSI PEMBANGUNAN Nama SOP Pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. PP Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
' Pembangunan Nasional

2. PP Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

1. Memahami ketentuan
Perencanaan Pembangunan

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

' 1. SOP Internal
2. Bappeda

1. Dokumen Renstra
2. Dokumen Usulan Dari Bawah
3. Peralatan Komputer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN
PENDATAAN

Jika tidak diterbitkan SOP tidak akan dihasilkan kegiatan yang efektif
dan efisien

Usulan Musrenbang
disampaikan kepada Bappeda
Kabupaten Mojokerto dan
Dokumen disimpan oleh Kasi
Pembangunan




PROSEDUR PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN

PELAKSANA MUTU BAKU KET
NO KEGIATAN Desa Pendamping | Pendamping Kasi Camat Kelengkapan Waktu Output
Desa Kecamatan Bang
Penyusunan dokumen usulan dari Berkas usulan
1 bawah / desa ( > —> dori Bawsh 1 hari Dokumen Usulan
2 Kasi Pembangunan merekap usulan dari Y Berkas usulan 3 hari Berkas Usulan
bawah / desa dan disampaikan ke Camat * dari bawah dari bawah
Berkas usulan
3 Pelaksanaan Musrenbang &t biah 1 hari Rekap Usulan
Hasil Revisi Hasil Revisi
4 Revisi usulan dari bawah / desa hasil i b4 L;I Goutan dati 3 hari Heulan Dasd
pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
bawah Bawah
Rekap Usulan Rekap Usulan dari
5 ”M”_ﬂ ﬂﬁh_m.www_”wﬂ_ms datbawsh / desa » > dari bawah 2 hari bawah setelah
g | setelah revisi revisi
Pengiriman dokumen hasil Musrenbang Dokuma isuian 2 Dokumen usulan
| et koBaseci DL hasil 1 hari T
ecamatan ke Bappeda musrenbang asil musrenbang




Nomor SOP 065/517-/416-315/2025

Tgl Pembuatan | 6 Januari 2025

Tgl Revisi 6 Januari 2025
Tgl Efektif 6 Januari 2025
Disahkan oleh
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN KEMLAGI
JIn.Raya kemlagi No.308
Telp.(0321) 363415
KEMLAGI
PROPOSAL BANTUAN KEUANGAN
KASI PEMBANGUNAN Nama SOP DESA ( 8K DESA )
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, | 1. Mampu memahami proses proposal Bantuan |
tentang Desa sebagaimana telah diubah Keuangan Desa (BK DESA)
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan | 2. Memiliki Pemahaman dan Kemampuan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 perlu mengenai mekanisme dan metode pelayanan
memberikan Bantuan Keuangan bersifat pengajuan Bantuan Keuangan Desa.
khusus kepada Desa
2. Peraturan Bupati Mojokerto No 4 Tahun
2023 tentang Pedoman Umum Bantuan
Keuangan bersifat khusus kepada Desa.
3. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019
tentang sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan desa,
sebagaimana di ubah beberapa kali
terakhir dengan peraturan Bupati Nomor
10 Tahun 2019 tentang sistem prosedur
pengelolaan keuangan desa.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Komputer

SOP Tentang Bantuan Keuangan Desa

2. Alat Tulis ( ATK )

3. Proposal

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Diharapkan Proposal selesai tepat waktu
sehingga proses pencairan Dana Bantuan

Keuangan Desa juga cepat teralisasi.

1. Dicatat diregester.




DIAGRAM ALUR PROPOSAL BANTUAN KEUANGAN DESA ( BK DESA )

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan staf/ Kasi Keterangan
Desa Pengolah Camat Kelengkapan Waktu Output
Pembangunan
Data
1 Musdes tentang pengajuan Bantuan Keuangan Laporan 1 hari Laporan proposal
Desa (BK Desa) Hasil Musdes lengkap
k kel k
i | S A Berkas 10hari | Berkas Proposa
Wo dari D : ¢ Berkas tidak Berkas Proposal sudah lengkap
O Gan.Desa lengkap . lengkap
3 Memproses berkas proposl tentang Bantuan Berkas 15 hari Berkas proposal
Keuangan Desa 3 Proposal sudah lengkap
Paraf permohonan Bantuan Keuangan Desa Propassl 15 menit | Berkas proposal
4 4 Pengajuan
yang sudah lengkap sudah lengkap
Camat menerima berkas permohonan yang 5 Berkas Beries _.m:nrmu dan
5 10 menit | sudah ditanda
sudah lengkap untuk ditandatangani ditandatangani
tangani
° Meregister berkas proposal yang sudah 6 Alat Tulis 20 menit Berkas Proposal
ditandatangani Camat _ Kantor (ATK) sudah diregister
Menyerahkan berkas proposal yang sudah Propossl vang Heias Proposal
7 | selesai ke Desa 10 menit
7 sudah jadi sudah seiasai




Nomor SOP 475/2.%¥ /416 - 314 /2025
Tgl Pembuatan | 6 Januari 2025
Tgl Revisi 6 Januari 2025
Tgl Efektif 6 Januari 2025 ]
Disahkan oleh
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN KEMLAGI
JIn.Raya kemlagi No.308
Telp.(0321) 363415 )
KEMLAGI
QJOKE S
Pelaksanaar) Monitoring dan Evaluasi
SEKSI PEMBANGUNAN - Nama jOP (Monev) Kegiatan Seksi Pembangunan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan

2. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 30 Tahun 2017
tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Kepada
Camat  dalam peyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan

3. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 35 Tahun 2017
tentang standart pelayanan dan uraian tugas
personil  Kecamatan  pelaksana  pelayanan
administrasi terpadu Kecamatan

4. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun 2020
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada
Camat

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman

tentang Pelaksanaan Kegiatan Monev.

2. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan

Kegiatan Monev

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Dokumen DPA Kegiatan Pemeliharaan Infrastuktur 1. Mobil, Sepeda Motor, Boat.
Perkantoran. 2. Komputer & Printer.
2. Pelaksanaan Kegiatan Seksi Pembangunan 3. Meja & Kursi.
4. ATK, dll.
|
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

—
|

Apabila SOP Pelaksanaan Kegiatan Monev ini apabila
tidak dilaksanakan, maka Pelaksanaan Kegiatan jelas
tidak akan terkontrol dengan baik.

SOP Pelaksanaan Monev Kegiatan Seksi
Pembangunan menjadi dasar dalam
melakukan kegiatan sebagaimana tertuang
dalam DPA OPD Kecamatan Kemlagi




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Sta Kasie Sekcam | Camat P eatan/ Waktu Output Ket
Kelengkapan

(1) (2) (3) (%) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 | Mengajukan permohonan Surat 1 hari Diterimanya Surat
pelaksanaan kegiatan Monev Mulai permohonan permohonan.
kepada Camat melalui Sekcam. Monev.

2 | Mendisposisi dan memberikan — Surat permohonan 1jam | Adanya
pertimbangan kepada Camat. ﬂk’_ Monev, RPP, DPA dan pertimbangan/

T SPD. usulan pemikiran.

3 | Keputusan Camat tentang == Surat permohonan 2jam | Disetujuinya
persetujuan dimulainya kegiatan Monev, RPP, DPA dan kegiatan sesuai
Monev. SPD. DPA yang ada.

4 | Menerima dan F: o Surat permohonan 1jam | Disetujuinya
menindaklanjuti keputusan Monev, RPP, DPA dan pelaksanaan
Camat. SPD. kegiatan.

5 | Menyusun Tim/Kepanitiaan Draft SK 1 hari Tersusunnya Draft SK
Kegiatan Monev. Tim/Kepanitiaan Tim/Kepanitiaan.

T Kegiatan.

6 | Membuat dan menyerahkan draft « Draft SK 2 jam Diserahkannya
SK Tim/Kepanitiaan Kegiatan Tim/Kepanitiaan Draft SK Tim/

Monev untuk diparaf dan _ Kegiatan. Kepanitiaan.
disetujui. 1

7 | Menyutujui SK Tim/Kepanitiaan SK Tim/Kepanitiaan 2 jam Disetujuinya SK

Kegiatan Monev. Kegiatan. Tim/Kepanitiaan,




(1) (2) (3) (4) (5) (6} (7) (8) 9) (10)

8 Mensosialisasikan SK Draft SK 1 hari Tersosialisasinya SK SOP
Tim/Kepanitiaan Kegiatan Tim/Kepanitiaan Tim/ Kepanitiaan. Rapat.
Monev dan melakukan Kegiatan.
rapat persiapan pelaksanaan J\
kegiatan Monev,

G Mempersiapkan v TOR atau Juknis, Notuleny 1 hari Tersusunnya
kelengkapan pelaksanaan rapat, undangan dan TOR atau Juknis,
kegiatan Monev. T daftar hadir rapat. Notulen, dll.

10 | Melaksanakan dan membuat *||_ TOR atau Juknis, Notuler{l s/d 3 hari | Terlaksananya SOP SPPD.
Laporan Hasil Kegiatan Monev. rapat, undangan dan kegiatan.

daftar hadir rapat.

11 | Melakukan ’ RPP,DPA,SPD, TORatau] 1hari | Tersusunnya SOP
pengawasan dan - Juknis, Notulen rapat dll. Laporan  Hasil ﬂsgos
pengendalian atas Kegiatan.
pembuatan Laporan
Hasil Kegiatan
Monev.

12 | Menerima Laporan ﬂ Laporan Kegiatan dan 1 hari Diterimanya SOP SPJ.
Pertanggungjawaban Dokumentasi Laporan  Hasil
Kegiatan Monev. Kegiatan. Kegiatan.

13 | Menomori dan Berkas selesai. Berkas selesai, SOP Surat

mengarsipkan Hasil
Pelaksanaan Kegiatan Monev
Seksi Pembangunan.

4

luar.

2




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
SEKSI TRANTIBUM
i ¢

KECAMATAN KEMLAGI KAB.MOJOKERTO
TAHUN 2025



Nomor SOP 065/ a3 /416 -315/2025
. Tanggal Pembuatan 6 Januari 2025
J, PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO Tanggal Revisi 6 Januan 2025
Wewsr? KECAMATAN KEMLAGI Tanggal Efektif i
Disahkan Oleh %wﬁ MAT KEMLAGI N
* —_—
NIC RATES..S.STP., M.Si.
4 98404252003121001
KASI TRANTIB DAN LINMAS Nama SOP MENJAGA N DAN KETERTIBAN DI MASYARAKAT
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana o
1. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 1. Sanjana i
Daerah; 2. SMA

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2028 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja,

b N

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Paraja;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
serta Perlindungan Masyarakat,

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

7. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan
Sebagian kewenangan kepada Camat.

o

o

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan,

3. Setiap Anggota harus mempunyai kemampuan dan dedikasi dalam penanggulangan Kamtibmas.
4. Kesiapsiagaan Anggota dalam menangani setiap permasalahan di masyarakat

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. Satpol PP Kabupaten Mojokerto

2. Kesbangpol Kabupaten Mojokerto
3. Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto
4. BPBD Kabupaten Mojokerto

1. Komputer , printer
2. Alat Tulis Kantor { ATK )

3. Alat Komunikas/ HT, HP, Telepon
4. Alat Transportasi/ Kendaran roda 2/4

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Setiap terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat

segera dilaporkan.
2. Diperlukan koordinasi dengan stak holder dan istansi yang terkait

- Dicatat dalam Register Surat Keluar




A. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum
Output Dokumen
Pelaksana Camat

Sekcam

Kasi Trantib

Staf

B. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana Uraian Prosedur
Staf _strcxm: kegiatan administrasi berupa penetapan sasaran tempat, surat menyurat dan survel lapangan, serta mengadakan koordinasi dengan dinas
terkait dan
aparat keamanan dan ketertiban lainnya
Kasi Tantib Memeriksa berkas administrasi tertib pemerintah dengan melaksanakan piket, memberikan bimbingan dan pengawasan ketertiban lingkungan di
Kecamatan Kemiagi, melaksanakan kunjungan pengawasan ketertiban lingkungan, memberikan pengamanan, dan melaksanakan pemantauan wilayah
Sekcam Mengetahui Sekretaris Kecamatan tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di masyarakat dengan melaksanakan kunjungan wilayah dan
sekaligus memberikan bimbingan dan sosialisasi tentang betapa pentingnya keamanan dilingkungan masing-masing.
Camat Mengevaluasi laporan hasil dari pembinaan dan penyuluhan tentang pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban di masyarakat sehingga dapat
tercipta wilayah yang aman tentram dan kondusif
Staf Penomoran surat dan Pengarsipan Dokumen Laporan




PROSEDUR ADMINISTRASI MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI MASYARAKAT

~ Pelaksana Mutu Baku
K n ”
Mo egiata “Staf___ ] KasiTanth] _ Sekcam mat | Relengkapan | Wakiu] — Ouput ] <
Melakukan kegiatan administrasi berupa penetapan qm...““ Perintish
sasaran tempat, surat menyurat dan survei lapangan, serta Kelengkapan
1 |mengadakan koordinasi dengan dinas terkait dan aparat +comm 15 Konsep Surat
keamanan dan ketertiban lainnya ATK menit
Memeriksa berkas administrasi tertib pemenntah dengan
melaksanakan piket, memberikan bimbingan dan
pengawasan ketertiban lingkungan di wilayah dan
2 |melaksanakan kunjungan pengawasan ketertiban Konsep Surat 10 | Konsep Surat
lingkungan, memberikan guna memberikan rasa nyaman Menit den <
di masyarakat. Disposisi
Mengetahui Sekretaris Kecamatan tentang Pembinaan
3 Trantibun di lingkungan masyarakat dengan memberikan Verifikasi Konsep Konsep Surat
Pembinaan, bimbingan dan sekaligus pengawasan Surat dan 2%5 dan
terhadap perilaku warga dalam bermasyarakat. Disposisi Disposisi
Mengevaluasi laporan hasil pembinaan Ketentraman dan
4 Ketertiban Smmvi.ﬁrn. medalul penyuluhan, bimbingan Disposisi dan 10 Surat
sekaligus sosialisasi terhadap Tokok Agama, Tokoh tanda tangan Menit Pembinaan
Masyarakat, Generasi Muda dan warga masyarakat lainnya r surat ketertiban
Penomoran surat dan Pengarsipan Dokumen Laporan Surat Pembinaan _
5 5 Menit Arsip

ketertiban




| Nomor SOP B 065/ 24 /416 - 315/ 2025
Tanggal Pembuatan 6 Januar 2025
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO Tanggal Revisi 6 Januarni 2025 e
KECAMATAN KEMLAGI Tanggal Efektif 6 JoBaal AT N /
Disahkan Oleh /. ‘
/
KASI TRANTIB DAN LINMAS B Nama SOP EGAHAN KONFLIK SOSIAL

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana .
1. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan J

Daerah; 1. Sarjana
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2028 tentang Satuan Polisi Pamong 2. SMA

Praja; 3. Setiap Anggota harus mempunyai kemampuan dan dedikasi dalam pencegahan konflik sosial.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang 4. Kesiapsiagaan Anggota dalam menangani setiap permasalahan di masyarakat.

Kecamatan,
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Paraja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

serta Perlindungan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan

Sebagian kewenangan kepada Camat
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. Satpol PP Kabupaten Mojokerto
2. Kesbangpol Kabupaten Mojokerto
3. Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto
4. TNI/POLRI Kabupaten Mojokerto

1. Komputer , printer 3. Alat Komunikasi HT, HP, Telepon
2. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Alat Transportasi/ Kendaran roda 2/4

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Setiap terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat
segera dilaporkan,

2. Diperlukan koordinasi dengan stak holder dan istansi yang terkait

Dicatat dalam Register Surat Keluar




URAIAN PROSEDUR PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DI MASYARAKAT

Pelaksana Mutu Baku Ket
Kegiatan
" WargalPara| ot | Kasi Kelengkapan | Waktu Output
Eek Trantib
. Warga datang ke Kecamatan dengan membawa surat Surat aduan 5 menit Surat aduan ke
pengaduan yang terkait konflik sosial A v % Pelayanan
. [Camat didampingi Kasi trantb  menerima warga untuk — Surataduan  1jam Aduan/warga diterima
menyampaikan pengaduannya Camat
. |Camat memerintahkan Kepala Seksi Ketentraman + Surat aduan 10 menit Kasi Trantib menerima
dan Ketertiban Umum menangani pengaduan warga perintah Camat
. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum JM Surat aduan 30 jam Menelaah permasalahan

mempelajari dan menelaah permasalahan yang menjadi
aduan warga

. [Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
memanggil para pihak vyang terkait dengan
permasalahan yang menjadi aduan warga

. Para pihak datang ke Kecamatan untuk mendapatkan
penyelesaian dan solusi dari Kepala Seksi Ketentraman
dan Ketertiban Umum/ sebagai mediator didampingi
oleh Kepala desa.

. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
mengadakan musyawarah dengan para pihak untuk
menyelesaikan permasalahan yang diadukan warga

. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
melaporkan hasil musyawarah penyelesaian pengaduan
7m6m kepada Camat

Surat Panggilan |30 menit  Para pihak
dipanggil

Surat aduan 1jam Para pihak datang
ke Kecamatan

Surat aduan 2 jam Permasalahan
dimusyawarah kan

4 — Hasil 15menit  Hasil musyawarah
musyawarh diterima Camat




9. Bila permasalahan yang menjadi aduan warga tidak v JalurHukum  15menit  Proses Jalur Hukum
_ mendapatkan penyelesaian, maka Camat menyerahkan
kembali permasalahan itu kepada para pihak
_:acx diselesakan sesuai dengan hukum yang berlaku

10. Para pihak menerima penyelesaian pengaduan Hasil 30 menit Berita Acara Hasil
O musyawarah musyawarah

. CAMAT KEMLAGI

19840425 200312 1 001



& PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
N KECAMATAN KEMLAGI

Nomor SOP 065/ 28 /416 -315/2025

Tanggal Pembuatan | 6 Januari 2025

Tanggal Revisi 6 Januari 2025

Tanggal Efektif - |6 Ja

Disahkan Oleh . CAMAT KEMLAGI

& W

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Paraja;

m 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

serta Perlindungan Masyarakat,

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

7. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan

Sebagian kewenangan kepada Camat.

(2]

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan,

N CRATES. S.STP., M.Si.
\ - Y . 198404252003121001
KASI TRANTIB DAN LINMAS Nama SOP NGKATAN KAPASITAS LINMAS

Dasar Hukum - - Kualifikasi Pelaksana
1. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah; 1. Sanana
2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2028 tentang Satuan Polisi Pamong 2 SMA

Praja, 3. Setiap Anggota harus mempunyai kemampuan dan dedikasi dalam pembinaan Linmas

4. Kesiapsiagaan Anggota dalam menangani setiap permasalahan di masyarakat.

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. Satpol PP Kabupaten Mojokerto
2. Kesbangpol Kabupaten Mojokerto
3. Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto
4. TNI/POLRI Kabupaten Mojokerto
5. BPBD Kabupaten Mojokerto

1. Komputer printer 3. Alat Komunikasy HT, HP, Telepon
2. Alat Tulis Kantor (ATK ) 4. Alat Transportasi/ Kendaran roda 2/4

2. Diperlukan koordinasi dengan stak holder dan istansi yang terkait

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Setiap terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat Dicatat dalam Register Legalisasi Surat-surat
segera dilaporkan




STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENINGKATAN KAPASITAS LINMAS

NO KEGIATAN B
PELAKSANA MUTU BUKU
CAMAT = SEKCAM KASI TRANTIB STAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET
. | Berkas Undangan,
Membuat Undangan Pembinaan, ATK, Stempel Daftar Absensi,
1 Mempersiapkan tempat rapat, Legalitas 15 menit ruang rapat
absensi T
- <o..mm__~mu, berkas
Melaporkan kegiatan dan NZ Berkas Undangan, | 10 menit undangan
2 : : Daftar Absensi, $
verifikasi berkas undangan oleh ruang rapat Persiapan Sarana
Sekcam T Prasarana
3 ; —V.hl_ Sarana Prasarana Persiapan Sarana
Melaporkan kegiatan kepada . . Prasarana
Camat Pendukung kegiatan | 10 menit | pengukung, tanda
tangan berkas
4 Menerima Laporan Sekcam dan LM Sarana Prasarana . .
persiapan memberikan .voausmm: vw:n%M:GquﬂM-w§m: 15 menit PO |
kepada Anggota Linmas undangan
. < _ Invetarisasi Saran,
5 Melaksanakan pembinaan Linmas ra Sanect Pt masikan den
bersama dengan Kasi Trantib, Danramil | 120 menit permasalahan
dan Kapolsek _ WI Linmas
Invetarisasi
6 Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan N vmquzmmm_m:h: Pembuatan
Pembinaan Linmas dan melaporkan ke Linmas 30 menit Laporan Hasil

Camat

Pembinaan Linmas




Menerima, membaca Laporan Hasil
Pelaksanaan Pembinaan Linmas dan
menyerahkan ke Kasi Trantib untuk
diarsipkan

Menerima dan men: ipkan L an
Hasil .umaz_..nmwﬁ wﬂ:mumg

Laporan Hasil 15 thinit Berkas Laporan
Pembinaan Linmas Hasil Pembinaan
Linmas
N
Pengarsipan
Berkas Laporan , Laporan Hasil
. 5 menit Pembinaan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP)
SUBAG SUNGRAM DAN KEUANGAN

KECAMATAN KEMLAGI KAB.MOJOKERTO
TAHUN 2025



Nomor SOP 065/10.1/416-315 / 2021
Tanggal Pembuatan . | 4 Januari 2021
Tanggal Revisi 6 Januari 2025
Tanggal Efektif . | 6:danuari 2021
Disahkan oleh S N
tf: |
Sl
f\,, ;‘\ /
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO 3\ ngj{ v SOCRATES. S.STP. M.Si
KECAMATAN KEMLAGI NHOTOT [ Penata Tk |
T NIP. 198404252003121001
Jalan Raya Kemiagi No. 308 Telp. (0321) 363415 = ——
WAURRZR ST L6 200 ToRi e Nama SOP - | MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3. Peraturan Presiden Rl Nomor29 Taun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto

5. Peraturan Bupati Mojokero Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan,
Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto

1. Memahami perencanaan dan pelaporan kinerja
2. Mampu mengoperasikan komputer




KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Pengumpulan Data Kinerja 1. Komputer / Laptop
2. SOP Penyusunan Draft 2. Format Data Kinerja
3. SOP Pendokumentasian 3. Dokumen Renstra
4. Dokumen Renja
5. DPA
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila Pengumputan data kinerja tidak diselesaikan maka kegiatan Pelaporan akan Buku Agenda, Data Kinerja setiap seksi dan subbag meliputi indikator
terhambat serta diragukan kevalitannya kinerja, target, realisasi dan capaian kinerja
2. Paling lambat seluruh data kinerja dikumpulkan 1 minggu setelah tahun anggaran
berakhir




No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Pengola Data | Kasi/Kasubag Sekretaris Camat Kelengkapan Waktu Output
& Informasi Kecamatan
Sungram

1. | Menugaskan Kepala Sub Bagian Sungram untuk Agenda Kerja | 5 menit Disposisi
mempersiapkan format pengumpulan data kinerja -

2. | Memerintahkan pengola data & infarmasi untuk Agenda Kerja | 5 menit Disposisi
menyusun draft format data kinerja yang —<
dibutuhkan

3. Menyusun draft format data kinerja sesual dengan Disposisi 15 menit Draft Format
format yang diberikan kasubag sungram —<‘ Data Kinerja

4. | Membagikan format data kinerja kepada seluruh Draft Format | 15 menit Draft Format | SOP Pengumpulan Bahan
kasi dan kasubag Data Kinerja Data Kinerja

5. | Mengisi data kineria serta melakukan analisis Draft Format | 1 hari Draft Format
terhadap capaian kinerja masing-masing seksi dan Data Kinerja Data Kinerja
subbag bila diperlukan yang sudah

terisi

6. | Memeriksa data kinerja yang terkumpul Jika setuju Draft Format | 1 hari Data Kinerja
menyampaikan kepada camat. Jika tidak setuju Data Kinerja yang sudah
menyerahkan kepada kasi/kasubag untuk diperbaiki Ya yang sudah terverifikasi

terisi

7. | Memeriksa data kinerja. Jika setuju — Data Kinerja Data Kinerja
menandatangani dan menyerahkan kepada Tidak ‘ yang sudah yang sudah
sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan kepada terverifikasi tervalidasi
sekretaris untuk diperbaiki | Ya

8. | Menyerahkan data kinerja kepada kasubag sungram Data Kinerja | 5 menit Disposisi
untuk dilakukan entry data pada aplikasi terkait -<——————-—
data kinerja l

9. | Menyerahkan data kinerja kepada pengelola data & Data Kinerja | 1jam Data Kinerja
informasi untuk dilakukan entry data pada aplikasi - telah
terkait data kinerja terinput

10. | Mendokumentasikan data kinerja Data Kinerja | 15 menit Daftar Arsip | SOP Pendokumentasian

N




Nomor SOP 065/13 /416-315/ 2021
Tanggal Pembuatan 6 Januari 2021
‘Tanggal Revisi 6 Januari 2025

Tanggal Efektif

8 Januan 2021

Disahkan oleh

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KECAMATAN KEMLAGI

Penata Tk, |
- 198404252003121001

|
|
Jalan Raya Kemlagi No. 308 Telp. (0321) 363415 !

PEMERINTAHAN (LKjIP)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Presiden Rl Nomor 29 Taun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1. Memahami perencanaan dan pelaporan kinerja

2. Memiliki kemampuan dalam menganalisis data kinerja

perangkat daerah
3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Pengumpulan Data Kinerja 1. Komputer / Laptop
2. SOP Pengukuran Data Kinerja 2. Perjanjian Kinerja
3. SOP Pendokumentasian 3. Dokumen Renstra
4. Dokumen Renja
5. Laporan Kinerja Individu

6. Laporan Realisasi Anggaran

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Apabila Evaluasi AKIP tidak dilaksanakan maka kinerja dan akuntabilitas perangkat
daerah tidak dapat ditingkatkan

Buku Agenda, Data Kinerja meliputi indikator kinerja, target, realisasi,

capaian kinerja dan analisis kinerja

PEMBUATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI




No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Penelaah Teknis Kasubbag Sekretaris Camat Kelengkapan Waktu Output
Kebijakan Sungram Kecamatan
Sungram
1. | Menugaskan Kepala Sub Bagian Sungram untuk Agenda Kerja | 5 menit Disposisi
mempersiapkan konsep LKjIP -
2. | Memerintahkan penelaah teknis kebijakan untuk -< Agenda Kerja | 5 menit Disposisi
mengumpulkan bahan LKjIP ’
3. | Mengumpulkan dan menyerahkan bahan LKjIP -(_ | Disposisi 1 hari Bahan SOP Pengumpulan
kepada Kasubbag Sungram Laporan Data Kinerja
4. | Mengkonsep LKjIP dan melakukan analisis terkait % Bahan 3 hari Konsep SOP Pengukuran Data
keberhasilan/ketidakberhasilan capaian kinerja ’* Laporan Laporan Kinerja
serta menyerahkan kepada Sekretaris Kecamatan
S. | Memeriksa konsep LKjIP. Jika setuju menyampaikan Konsep 1 hari Draft
kepada camat. Jika tidak setuju menyampaikan AR ? Laporan Laporan
kepada kasubbag sungram untuk diperbaiki Ya
6. | Memeriksa draft LKjIP. Jika setuju menandatangani Draft 1 hari Laporan,
dan menyerahkan kepada sekretaris, Jika tidak Tidak Laporan Disposisi
setuju mengembalikan kepada sekretaris untuk
diperbaiki Ya
7. | Menyerahkan LKjIP kepada Kasubbag Sungram Laporan 5 menit Disposisi
untuk didokumentasikan -<
8. | Menyerahkan LKjIP kepada penelaah teknis l Laporan 5 menit Disposisi
kebijakan untuk didokumentasikan F(‘
9. | Mendokumentasikan LKjIP - Laporan 15 menit Disposisi SOP
Pendokumentasian




Nomor SOP

050/3 /416-315/ 2025

Tanggal Pembuatan . | 2 Januari 2025

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KECAMATAN KEMLAGI

|SOCRATES, S.STP. M.Si
Penata Tk. |
198404252003121001

Jalan Raya Kemlagi No, 308 Telp. (0321) 363415
¥ i P-{ ) Nama SOP

PEMBUATAN QOKUMEN PERENCANAAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438),

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700),

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

1. Memahami sistem perencanaan

2. Memiliki kemampuan dalam menyusun / menelaah program
dan kegiatan perangkat daerah

3. Mampu mengoperasikan komputer




10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP)
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan
Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-
2025;

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SOP Pengumpulan Bahan
2. SOP Penyusunan Draft
3. SOP Pendokumentasian

1. Komputer / Laptop
2. RPJMD
3. Data Usulan Kegiatan dari setiap seksi dan subbag

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1.

Apabila dokumen Perencanaan terlambat dibuat maka pelaksanaan Perencanaan
Berikutnya akan tertunda

Buku Agenda, Data Kinerja tahun n, n-1 dan n+1




No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Penelaah Teknis Kasubbag Sekretaris Camat Kelengkapan Waktu Output
Kebijakan Sungram Kecamatan
Sungram
1. | Menugaskan Kasubag. Perencanaan untuk - Agenda Kerja | 5 menit Disposisi
Memproses penyusunan Renstra
2. | Menyusun dan Mengonsep Renstra dan Konsep 2 hari Konsep SOP Pengumpulan
Renja sesuai dengan RPJMD dan Data dokumen dokumen, | Bahandan
Usulan Kegiatan dari masing-masing seksi Wi Disposisi | Penyusunan Draft
serta menugaskan Staf untuk mengetik '
konsep Renstra dan Renja l
3. | Mengetik dan menyerahkan konsep ‘ Konsep 1 hari Konsep
i E— dokumen, Dokumen
g:pesr::;::gnRema feiaaey -e— Disposisi telah
lengkap
4. | Memeriksa konsep Renstra dan Renja Konsep 1 hari Konsep
yang sudah diketik, jika ada yang perlu Dokumen Dokumen,
diperbaiki akan dikembalikan ke Staf, Disposisi
apabila tidak ada kesalahan akan Tidak %
mengajukan konsep tersebut untuk di
paraf
5. | Memeriksa konsep Renstra dan Renja, Tidak Konsep 1 hari Draft
apabila menyetujui maka sekcam akan Dokumen Dokumen
melanjutkan ke Camat untuk disahkan jika N—
tidak menyetujui maka dikembalikan
kepada Kasubag. Perencanaan untuk
diperbaiki
6. | Memeriksa draft Renstra, dan Renja Draft 1 hari Dokumen,
apabila tidak setuju maka diserahkan Dokumen Disposisi
kembali, apabila setuju maka langsung
ditandatangani
7. | Memerintahkan Kasubag Perencanaan Dokumen 15 menit Disposisi

untuk mendokumentasikan konsep Renstra
dan Renja




Memerintahkan staf untuk
mendokumentasikan,menggandakan
dan mendistribusikan kepada pihak

Dokumen

5 menit

Disposisi

Daftar Arsip

SOP

terkait
Mendokumentasikan, menggandakan dan
mendistribusikan kepada pihak terkait

Dokumen

15 menit

Pendokumentasian




Nomor SOP 900 /07 / 416-315 /2021
Tanggal Pembuatan| 4 Januari 2021

@ Tanggal Revisi 6 Januari 2025
Tanggal Efektif 4 Januari 2021 L KABLY 23]

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KANTOR KECAMATAN KEMLAGI

Disahkan Oleh,

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Nama SOP

penga,ua\\s?&sm,eu

K/OJ£'\

CAMAT KEMLAGI

‘.Q_ ‘{\ \ -
‘\"‘h i N|9 ~198404252003121001

Dasar Hukum

" Kualifikasi Pelaksaha =

1. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

3. PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten

4. PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

5. PP.No8Tahun2003 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

6. PerdaNo, 13Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
MOJOKERTO

7. Perbup No. 58 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten MOJOKERTO

8. Perbup No. 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan
APBD Kabupaten MOJOKERTO

9. Perbup No. 94 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Keterkaitan

Peralatan / Pelengkapan

1. SOP Pengajuan SPP-SPM TU,
2. SOP Pengajuan SPP-SPMLS;
3. Pengesahan LPJ Pengeluaran

1. Komputer dan Printer
2. Berkas SPJ Pengeluaran

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. GU pertama diajukan paling lambat tanggal 5, bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan
2. GU kedua diajukan paling lambat tanggal 20, bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan

1. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang SPP SPM GU;
2 Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer

Kwitansi, SPP, SPM, Verifikasi SPP, Verifikasi SPM




No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
PPTK Bendahara PPK Pengguna | Kelengkapan | Waktu Output
Pengeluaran Anggaran
1. | Menerima SPJ dari PPTK SPJ 5menit | SPJ
(<) Penggunaan Penggunaan
A Anggaran Anggaran
2. Memverifikasi berkas SPJ. Jika Tidak SPJ 30 menit | SPJ telah
lengkap diajukan ke PPK untuk Penggunaan diverifikasi
validasi berkas SPJ. Jika tidak ‘ Ya Anggaran
lengkap maka kembali ke PPTK A
untuk dilengkapi |
3. | Meneliti dan mengevaluasi berkas SPJ S SPJ telah 30 menit | SPJ telah
Pengeluaran. Jika berkas lengkap 4 diverifikasi dievaluasi
diajukan ke pqng%una anggaran untuk ‘
ditandatangani. Jika berkas tidak Tidak ) GRS
lengkap maka kembali ke bendahara
untuk dilengkapi
4. | Validasi berkas SPJ Pengeluaran. Jika SPJ telah 30 menit | SPJ telah
berkas lengkap diajukan ke dievaluasi divalidasi
ditandatangani. Jika berkas tidak Tidak ‘
lengkap maka kembali ke PPK untuk I
dilengkapi .
5. Membuat SPP-SPM GU melalui aplikasi ] SPP-SPM 60 menit | SPP-SPM GU
SiPD EZE * N | . |
7. | Mencetak SPP-SPM GU dari aplikasi * SPP-SPM 10 menit | SPP-SPM GU
SIPD serta melengkapinya dengan GU lengkap
kwitansi —
8. Menandatangani SPP-SPM GU SPP-SPM 10 menit | SPP-SPM GU
— - _ GU lengkap pengesahan
9. Berkas SPP — SPM GU diserahkan ke SPP-SPM 10 menit | Daftar Arsip
bendahara pengeluaran untuk diarsip GU
dan dikirim ke BPKAD Kab. Mojokerto pengesahan




Nomor SOP 900 / 06/ 416-315 / 2021
Tanggal Pembuatan 4 Januari 2021
Tanggal Revisi 6 Januari 2025
Tanggal Efektif 4 Januari M@U'v 0
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO 19/ _—
KANTOR KECAMATAN KEMLAGI Oisahkan Oleh, (L4
\‘ \{\‘C.\-‘ x\\— :
N\ | Penata TK_|
N\ 1iP./198404252003121001
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Nama SOP PenyusmePA OPD

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UUNo. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemeriniah Daerah

3. PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten

4. PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

5. PP.No8Tahun2003 Tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

6. PerdaNo.13Tahun2016 Tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten MOJOKERTO

7. Perbup No. 58 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten MOJOKERTO

8. PerbupNo.59Tahun2016 Tentang Penyebutan Nomenklatur Organisasi PerangkatDaetah
Kabupaten MOJOKERTO

9 Perbup No. 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD
Kabupaten MOJOKERTO

10. Perbup No. 94 Tahun 2016 Tentang Rincian Tuga Pokok dan Fungsi Kecamatan

I Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang Penyusunan
RKA/DPA;

2. Memahami Renstra dan Renja Kecamatan KEMLAGI;

3. Memiliki Kewenangan untuk menyusun RKA/DPA OPD.

Keterkaitan

Peralatan / Pelengkapan

1. SOP Pengumpulan Bahan;
2. SOP Penyusunan Draft
3. SOP Pendokumentasian

1. Komputer dan Printer
2. Pedoman Penyusunan RKA/DPA

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila PenyusunanRKA/DPAtidak dibuat makaKecamatan Kemlagi tidak memperoleh anggaran belanja untuk
operasional kantor.

Pagu Anggaran, Target Kinerja, Alokasi Anggaran per Sub Kegiatan




Penyusunan RKA/DPA OPD :

No Kesiatan Pelaksana Mutu Baku Ket
eg! Camat BPKAD Sekcam Kasubag Kelengkapan Waktu Output
1 | Menerima Plafond Anggaran SBU, SSH Plafond, SBU, SSH, 1 hari Diterimanya Plafond
dan Pedoman Penyusunan RKA/DPA Pedoman RKA /DPA Anggaran dan Pedoman
T Penyusunan RKA/DPA
2 | Klarifikasi Plafond Anggaran dengan ‘ Komputer, Plafond, Renja | 1 hari Terklarifikasinya Plafond
Renja OPD - dengan Renja
3 | Penyusunan RKA/DPA Komputer, Pedoman 3 hari Tersusunnya Dokumen
* RKA/DPA RKA /DPA
4 | Verifikasi dan Rekapitulasi RKA/DPA Dokumen RKA/DPA 1 hari Tersedianya
Kasi dan Kasubag Rekapitulasi
[ — RKA/DPA
5 | Validasi RKA/DPA _- Dokumen RKA/DPA 1 hari Tervalidasinya Dokumen
RKA /DPA
6 | Asistensi RKA/DPA _- Dokumen RKA/DPA 1 hani Terkoreksinya Dokumen
RKA/DPA
7 | Menandatangani RKA/DPA Py Dokumen RKA/DPA 1 hari Ditandatanganinya
< Dokumen RKA/DPA
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Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. UUNo. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

3. PP No.38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemenntah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten

4. PP No.41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

5. PP.No8Tahun2003 Tentang Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Dacrah

6. PerdaNo. 13 Tahun2016 Tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten MOJOKERTO

7. PerbupNo. 58 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kera Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
MOJOKERTO

8. PerbupNo.39Tahun2016 TentangPenyebutan NomenklaturOrganisasi Perangkat DacrahKabupaten MOJOKERTO

9. Perbup No, 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten
MOIJOKERTO

10. Perbup No. 94 Tahun 2016 Tentang Rincian Tuga Pokok dan Fungsi Kecamatan

1. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang SPP SPMLS;
2. Memiliki Kewenangan untuk menyusun Pengajuan SPP SPM LS.

Keterkaitan Peralatan / Pelengkapan
1. SOP Pengesahan LPJ Pengeluaran; 1. Komputer dan Printer
2. SOP Pengajuan SPP-SPM GU, 2, SPK
3. SOP Pengajuan SPP-SPM TU, 3. Spektek

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apubila SOP Pengajuan SPP SPM LS tidak dilaksanakan maka SPP SPM LS tidak dapat ditandatangani oleh Camat

SOP Pengajuan SPP SPM LS menjadi dasar dalam Pencairan Anggaran Kegiatan,




Pengajuan SPP-SPM LS :

Pelaksana Mutu Baku Ket
No Kegiatan Camat | Sekcam |Kasubag | PBJ Reka | Bendahara Kelengkapan Waktu Output
erenkeu nan |Pengeluaran

1 | Menerima Perintah camat untuk Berkas SP2D 1jam Diterimanya SP2D
membuat dokumen kontrak ?

2 | Menyiapkan daftar kebutuhan Berkas SP2D 1 jam Ditandatanganinya cek
barang/jasa Pemerintah pencairan SP2D

3 | Membuat dan menyiapkan v Berkas SP2D dan Cek 3 jam Diterimanya uang
dokumen kontrak * tunai

4 | Mengumumkan kegiatan Uang tunai 1jam Tersimpannya uang
pengadaan barang/jasa tunai ke dalam brankas
Pemerintah

5> | Mengundang rekanan unfuk memasukkan SPZD T jam
dokumen penawaran Terkirimnya Informasi

ke Kecamatan
© | Mengevaluast dokumen penawaran SP2D Tjam Tersedianya berkas
‘ administrasi
|
7 | Menentukan Rekanan — Uang Tunai 1 hari Diserahkannya dana
| Kecamatan

8 | Menandatangani kontrak ‘ M Surat tanda terima 1jam Ditandatanganinya
pengadaan barang/jasa F uang berkas administrasi
Pemerintah

9 | Menyerahkan hasil pekerjaan dan tagihan - berkas administrasi Serah terima hasil
pembayaran pekerjaan

10 | Mengajukan SPP-SPM LS ke DPKD @ | scrah terima hasil Pengiriman SPP-SPM LS
pekerjaan
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SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nama SOP

Pengajuan Pencairan Gaji F‘egawai

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.
2.
3.

4,
5.

9.

UU No, 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemenintah, Pemerintah Provinsi. dan Pemerintah
Kabupaten

PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

PP.No8Tahun2003 Tentang Tahapan, TataCamPenyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah

PerdaNo. 13 Tahun2016 TentangPembentukandanSusunanPerangkat DaerahKabupaten MOJOKERTO
Perbup No. 58 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
MOJOKERTO

PerbupNo. 59 Tahun2016 Tentang Penyebutan NomenklaturOrganisasi Perangkat Daerah Kabupaten
MOJOKERTO

Perbup No. 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten
MOJOKERTO

10. Perbup No. 94 Tahun 2016 Tentang Rincian Tuga Pokok dan Fungsi Kecamatan

1. Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman tentang prosedur PencairanGaji pegawai,
2. Memiliki Kewenangan untuk mengajukan pencairan gaji pegawai.

Keterkaitan

Peralatan / Pelengkapan

-

-

SOP Pengajuan Pencairan Gaji Honorer;
SOP Pengajuan Pencairan Tambahan Penghasilan;

1. Komputer dan Printer
2. Dafiar Gaji
3. Billing Pajak dan IWP 1%

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP Pengajuan PencairanGajt Pegasaitidakdilaksanakan makaakanmenghambat proses pembayaran gaji
pegawai

SOP Pengajuan Pencairan Gaji Pegawai menjadi dasar dalam melakukan Monitoring dan
evaluasi Pengelolaan Keuangan.




Pengajuan Pencairan Gaji Pegawai :

Pelaksana tu Baku Ket
No Kegiatan Seksi dan Kasubag |Bendahara Kelengkapan Waktu Output
Camat |Sekcam Subag/Staf |Perenkeu Gaji Bank
1 | Menyiapkan SPP-SPM dan daftar Dokumen SPP-SPM 1 jam Tersedianya SPP-SPM
penerimaan gaji pegawai - dan Daftar Penerimaan
Gaji
2 | Menandatangani SPP-SPM dan daftar \ Dokumen SPP-SPM 10 menit | Ditandatanganinya
penerimaan gaji pegawai ‘ SPP-SPM dan
| Daftar Gaji
3 | Mengajukan SPP-SPM dan daftar Dokumen SPP-SPM 15 menit | Terlaksananya Pengajuan
Pembayaran Gaji Pegawai
4 | Menerima SP2D dan daftar \ 4 SP2D 30 menit | Detrimanya SP2D
Pembayaran Gaji Pegawai -—— Gaji Pegawai
I T I I
5 | Menandatangani Daftar Daftar Penerimaan Gaji 3 hari Ditandatanganinya
Penerimaan Gaji Pegawai - Pegawai Daftar Penerimaan
Gaji
6 | Mentransfer Gaji ke dalam rekening v SP2D dan Daftar 1jam Terlaksananya transfer
masing-masing pegawai @ | rencrimaan  Giji gaji pegawai
’ Pegawai




